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MOTTO

Ilmu adalah hiasan 1lahir, dan agama adalah hiasan
bathin

ilmu memberikan kekuatan dan menerangi jalan, dan
agama memberi harapan dan dorongan bagi Jjiwa

ilmu menjawab pertanyaan yang dimulai dengan
“bagaimana”, dan agama menjawab yang di mulai dengan
“mengapa”

ilmu tidak Jjarang mengeruhkan pikiran pemiliknya,
sedang agama selalu menenangkan jiwa pemeluknya yang

tulus.

(Murtadha Muthari)
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PEDOMAN TRANSLITERASI
ARAB LATIN ¥

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa arab yang dalam sistem tulisan arab
dikembangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda dan
sebagian lagi dikembangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Dibawabh ini daftar huruf arab dan transliterasinya dengan huruf latin.

Huruf Nama Huruf Latin Nama
| alif tidak dilambangkan Tidak dilambangkan

< Ba b be

< Ta t te

< Tsa ts te dan es

a Jim J je

z ha H ha (de;t%asl garis
'C kha Kh ka dan ha

b dal Dal de

3 dzal Dz de dan zet

) Ra R er

3 Zai Z zet

o Sin S es

o syin Sy es dan ye
o Sad Sh es dan ha
P Dad Dh de dan ha
b Tha Th te dan ha

Y Pedoman transliterasi yang di gunaan dalam penulisan skripsi imi_adalah Pedoman
Transliterasi Arab Latin Keputusan Bersama Menteri Agama Nomor: 158/1987 dan Menteri P & K
Nomor: 0543/1987 disusun oleh Tim Puslitbang Lektur Keagamaan Departemen Agama RI yang telah
direvisi, Jakarta, 2003.



5 Zha Zh zet dan ha
& ‘ain koma terbalik di atas
i gain Gh ge dan ha
B Fa F ef

3 Qaf Q ki

] Kaf K ka

J Lam L el

e mim M em

o nun N en

9 wau W we

o ha H ha

s hamzah ’ a postrof
S Ya Y ye

2. Vokal

Vokal bahasa arab seperti vokal bahasa Indonesia atau monoftong dan

vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal tunggal

Vokal tunggal bahasa arab yang lambangnya berupa tanda dan harkat

transliterasinya sebagai berikut:

Tanda Nama Huruf Latin Nama
- fathah a a
kasrah 1 i
3 dhammah u u
: Contoh:

o
°

oy . kataba ‘vé 4:;. o vad-habu



P . £

J= . fa'ala J—‘-“ o osu'ila
R -,

; S . doukira

b. Vokal rangkap

Harakat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf yaitu:

Tanda dan Huruf Nama Gabungan huruf Nama

... Fathah ai adani

E Fathah au adanu
Contoh:

e

J}:ﬁ : Haula LA:S Kaifa

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf

tranliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Tanda dan Huruf Nama Gabungan Nama
Huruf
S....\. Fathah, alif dan ya a a dan garis di atas
Sevens Kasrah dan ya i i dan garis di atas
o ! Dhammah dan ~ .
Beennnn wawu U u dan garis diatas
Contoh:
JU :qala J;é - qila
* 0/’/
&*) ramid J S yaqilu

X1



. Ta Marbutah

Transliterasinya untuk ta marbutah ada dua

1

2)

3)

Ta marbutah

Ta marbuthoh yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya
adalah ( h).

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya adalah ta marbuthah diikuti
oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu
terpisah maka ta martubtoh itu diteransliterasinya dengan ha ( h )

Contoh:

dsdb * Thalhah

3));1\ iy A\ : Al-Madinatu Al Munawwaroh

Kata sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf,
yaitu: namun, dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata
sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah dengan kata sandang yang diikuti
oleh huruf Qomariyah
Syaddah (tasydid)

Syaddah (tasydid) ditulis dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi
tanda syaddah itu.

Contoh:

»

Ly rabbana

";,J\ > al-birr

X1l



4)

5)

6)

7

Penulisan Kata

Penulisan kata dalam rangkaian kalimat bisa dilakukan dengan dua cara; bisa
perkata dan bisa pula dirangkaikan. Namun penulis memilih penulisan kata ini

dengan dirangkaikan.
4_’;15)" ,’\ > j}: A o 9 ditulis Wa innalldha lahuwa khairurrdzigin

Huruf kapital

Huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD.

Penerjemahan

Khususnya penerjemahan istilah-istilah yang berkenaan dengan cara

periwayatan hadits sebagaimana terdapat pada sanad hadits (misalnya LR

o b y>=!) memakai simbol ¢ dengan maksud untuk memudahkan

mengikuti arti dari matan.

Singkatan-singkatan

SWT - Subhanahu wa ta'ala

SAW - Shalallahu ‘alaihi wa sallam

Q.S : Qur’an Surat

Cet : Cetakan

hal : halaman

terj : terjamah

BW - Burgerlijke Wetboek

No : Nomor

KUHAP - Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
KUHPerd - Ktab Undang-Undang Hukum Perdata
HIR - Herziene Indonesisch Reglement

X1
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BABI

SAKSI SEBAGAI ALAT BUKTI MENURUT

HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Allah menciptakan dan mengelola alam raya ini dengan keadilan dan

dalam al-Qur'an pun menjelaskan bahwa salah satu sendi kehidupan

bermasyarakat pun adalah keadilan. Arah utama dari keadilan ini adalah

menen'lpatkan manusia sama di hadapan hukum dengan tidak membedakan

strata, ras serta tingkatan-tingkatan yang dicerminkan manusia satu sama
lainnya, karena fitrah manusia adalah mendambakan rasa keadilan.

Dalam kaitannya dengan dunia peradilan, seorang hakim dituntut
untuk berbuat adil dalam memutuskan perkara tanpa membeda-bedakan suku,
ras, agama, kerabat dan saudara. Al-Qur'an menyatakan secara tegas, bahwa
untuk mem;;eroleh suatu keadilan diperlukan suatu pembuktian dengan
mengajukan saksi-saksi yang bersifat adil.' Seperti yang disebutkan dan
diperjelas dalam surat an-Nisa ayat 135 yang berbunyi :
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! Taufiqul Hulam, Reaktualisasi Alat Bukti Tes DNA Perspektif Hukum Islam dan Hukum
Positif (Yogyakarta: UIl Press, 2002), him. 3.
2(Q.S. An-Nisé ayat 135.




Perintah berbuat adil memberi makna bahwa dalam memutuskan suatu
perkara hendaklah memberikan rasa keadilan. Untuk itu, sebelum
menjatuhkan putusan, perlu kiranya memperhatikan hal-hal yang terkait
dengan unsur pembuktian.

Perlunya pembuktian ini menunjukkan bahwa salah satu cara mencapai
keadilan hukum adalah dengan menyertakan atau mengemukakan saksi atau
bukti-bukti yang mengungkapkan kebenaran suatu peristiwa atau kejadian dan
menjelaskan pihak yang benar.

Para ulama telah sepakat bahwa hakim tidak boleh menetapkan suatu
hukum ~kecuaﬁ apabila telah ada bukti-bukti yang menegaskannya.’ Bukti-
bukti tersebut didapat dari penggunaan alat-alat bukti yang dalam hukum
acara peradilan Islam terdiri dari Igrdr (pengakuan), Syahid (saksi), Yamin
(sumpah), al-Nukul (penolakan sumpah), Qasamah (bersumpah 50 orang),
ilmu pengetahuan hakim dan Qarinah (petunjuk).4

Alat-alat bukti dalam hukum positif dikenal baik dalam hukum acara
perdata maupun dalam hukum acara pidana. Dalam hukum acara perdata
mengenai alat-alat bukti tercantum dalam pasal 164 HIR, pasal 284 RBg dan

tersebut juga dalam pasal 1866 KUH Perdata. Bunyi ketiga pasal itu pada

intinya sama, yaitu berbunyi :

3 Mahmud Syaltout dan M. Ali As-Sayis, Muqé’'ranah Al-Madzihib Fi-Al Figh, Ali
Bahasa Ismuha, Perbandingan Mazhab Dalam Masalah Figh,, (Jakarta: Bulan Bintang, 1973),

hlm. 289,
4 T M. Hasbi Ash-Shiddieqy, Peradilan dan Hukum Acara Islam (Semarang: Pustaka

Rizqi Putra, 1997), him. 136.



“Maka yang disebut bukti yaitu : surat, saksi, persangkaan, pengakuan dan

sumpah. Semua itu dengan memperhatikan peraturan yang diperintahkan
dalam pasal 153 ayat (1) HIR dan 154 HIR”.

Dalam hukum acara pidana, perihal alat-alat bukti tercantum dalam
pasal 184 ayat 1 KUHAP, dinyatakan dalam pasal itu bahwa alat-alat bukti
yang syah te?diri dari : keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan
keterangan terdakwa.’

Satu dari beberapa macam alat bukti yang dapat dipergunakan para
pihak untuk meyakinkan hakim akan kebenaran suatu peristiwa adalah alat

bukti saksi dan dapat disebut juga dengan kesaksian.

Saksi merupakan alat pembuktian yang penting digunakan untuk
mengungkapkan keterangan-keterangan dari pihak yang melihat mendengar
bahkan mengalami sendiri peristiwa tersebut.

Alat bukti saksi dalam hukum Islam disebut dengan sydhid (saksi pria)
dan sydhidah (saksi perempuan) yang terambil dari kata musydhadah yang
artinya menyaksikan dengan mata kepala sendiri. Jadi yang djmaksud dengan

saksi adalah manusia hidup.® Mengenai ketentuan tentang kesaksian telah

diatur dalam Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 282:

S Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), (Aneka ilmu, Semarang :

1984, hal. 82.
6 Rajhan. A. Rasyid, Hukum Acara Peradilan Agama, (Jakarta : Raja Grafindo Press

2000). hal. 157.
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Dari ayat tersebut dapat dipahami bahwa dalam setiap transaksi dibuat

alat bukit. Hal ini dimaksudkan agar di kemudian hari tidak timbul sengketa

mengenai transaksi yang dilakukan tersebut.

Dalam persidangan ada saksi yang memberikan kesaksian bahwa ia
mendengar dari orang lain bahwa terjadi perselisihan antara kedua belah pihak
yang sedang berperkara. Kesaksian ini disebut dengan saksi istifddlah (berita

tersebar/testimonium de auditu).

Mengenai saksi istifddlah dalam hukum acara Islam adalah berita yang
mencapai derajat antara berita mutawatir dan berita orang per orang, yaitu
berita yang sudah menyebar dan menjadi pembicaraan di kalangan manusia
(masyhzir).8

Menurut Ibnu Taimiyah saksi istifddhah merupakan suatu kebenaran,
karena berita yang tersebar adalah termasuk bukti-bukti yang paling nyata.
Maka apabila hakim bersandar kepadanya tidak ada jalan untuk
mencurigainy;cl. Hukum yang dijatuhkannya adalah bhukum yang didasarkan
pada alasan-alasan yang dibenarkan menurut hukum. Tidak hanya berdasar

pengetahuan hakim, tetapi juga menjadi pengetahuan orang lain.’

7 QS. Al-Baqarah ayat 282.
8 Anshoruddin, Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam dan Hukum Positif

(Yogyakarta: Pustaka Pelajar Ofsett, 2004). Him.17.
% Ibid.hal .18-19.




Dalam hukum positif terutama dalam hukum acara perdata, Sudikno
Mertokusumo memberi definisi kesaksian dengan: “Kepastian yang diberikan
kepada hakim di persidangan tentang peristiwa yang disengketakan dengan
Jjalan pemberitahuan secara lisan dan pribadi oleh orang yang bukan salah

10 sedangkan

satu pihak dalam perkara yang dipanggil dalam persidangan
dalam pasal 185 KUHAP ayat (1) keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa
yang saksi nyatakan dalam sidang pengadilan.

Kesaksian seorang saksi saja adalah tidak cukup untuk membuktikan
sesuatu hal. Untuk dapat digunakan sebagai alat bukti, keterangan seorang
saksi haruslah diikuti dengan alat-alat bukti lainnya. Untuk dapat memakai
keterangan saksi sebagai bukti, hakim harus percaya pada kebenaran
keterangan itu. Dan dalam hal ini jumlah dua orang merupakan minimum.''

Tentang saksi festimonivm de auditu, menurut Retno Wulansutantio
dan Iskandar Oerip Kartawinata ialah: “Dalam bahasa Indonesia berarti
kesaksian dan pendengaran juga disebut kesaksian de auditu yaitu keterangan
yang saksi peroleh dari orang lain, ia tidak mendengarnya atau mengalaminya
sendiri hanya ia dengar dari orang lain tentang kejadian tersebut atau adanya
hal-hal tersebut.”

Sebagai kesaksian keterangan dari pendengaran tidak mempunyai nilai

pembuktian sama sekali, hanya dapat dipergunakan untuk menyusun

19 gudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata [ndonesia (Y ogyakarta: Liberty, 2002)

hal. 128.

"' Wirjono Prodjodikoro, Hukum Acara Perdata di Indonesia ( Bandung: Sumur Bandung,

1988), hal .115-116.




persangkaan atau sebagai sumber persangkaan dan untuk melengkapi

keterangan saksi-saksi yang bisa dipercayai.12

Dari paparan di atas mengenai saksi istifddlah  (berita
tersebar/testonium de auditu) terlihat jelas adanya perbedaan di antara hukum
Islam dan hukum positif. Di mana dalam hukum Islam, keterangan dari
pendengaran termasuk bukti-bukti yang paling nyata sedangkan dalam hukum
positif tidak mempunyai nilai pembuktian sama sekali.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis merasa
tertarik untuk melakukan penelitian, kemudian berusaha membandingkan
antara keduanya dari aspek persamaan dan perbedaannya. Untuk mengadakan
kajian lebih dalam pembuktian berupa saksi penulis mengambil judul “SAKSI

SEBAGAI ALAT BUKTI MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM

POSITIF”.

. PENEGASAN ISTILAH

Dari :judul penelitian di atas, ada beberapa istilah yané perlu
mendapatkan. penjelasan dan penegasan, sehingga akan diperoleh kejelasan
arah dan maksud kajian dari penelitian ini. Istilah-istilah tersebut adalah :

1. Saksi
Saksi adalah orang yang menyaksikan sendiri suatu kejadian; orang
yang memberikan penjelasan di dalam sidang pengadilan untuk

kepentingan semua pihak yang terlibat di dalam perkara terutama terdakwa

12 petno Wulan Sutantio dan Iskandar Oerip Kartawinata, Hukum Acara Perdata dalam

Teori dan Praktek, (Bandung: Alumni, 1979), hal. 74.



dan pendakwa; orang yang dapat memberikan keterangan tentang segala
sesuatu yang didengar, dilihat dan dialami sendiri, untuk kepentingan
penyidikan, penuntutan dan peradilan mengenai suatu perkara perdata
maupun pidana.l3

Alat Bukti
Alat bukti adalah apa saja yang menurut undang-undang dapat

dipakai untuk membuktikan sesuatu, maksudnya segala sesuatu yang

menurut undang-undang dapat dipakai untuk membuktikan benar atau
tidaknya suatu tuduhan atau gugatan. 1

Hukum Islam

Istilah “hukum Islam” merupakan istilah khas Indonesia, sebagai
terjemahan al-figh al-Isldmi atau dalam konteks tertentu dari al-syari’ah
al-Islémi. Istilah ini dalam wacana ahli hukum Barat digunakan /slamic
Jaw. Dalam al-Qur'an maupun al-Sunnah, istilah al-hukm al-Isldm tidak
dijumpai, yang digunakan adalah kata syari’at yang dalam penjabarannya
kemudian lahir istilah figih. Untuk memperoleh gambaran yang jelas
mengenai pengertian hukum Islam, terlebih dahulu akan dijelaskan
pengertian syari’at dan figh."”

Syari’at adalah ketentuan yang ditetapkan oleh Allah SWT yang
dijelaskan oleh Rasul-Nya, tentang pengaturan semua aspek kehidupan

manusia dalam mencapai kehidupan yang baik, di dunia dan di akhirat

I, hal 3

13 gudarsono, Kamus Hukum (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1999), cet. I, hal 415

14 7.
1bid.
i5 Ahmad Rofiq, Hukum Islam Indonesia (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995), cet




}kelak. Sedangkan figh adalah ilmu tentang hukum-hukum syara’ yang

berhubungan dengan perbuatan manusia 'yang digali atau diambil dari
dalil-dalilnya yang tafsili.'®

Disinilah kata hukum Islam merupakan terjemahan atau penjabaran
dari syari’at dan figh. Hukum Islam di sini adalah peraturan-peraturan
yang diambil dari wahyu dan diformulasikan dalam keempat produk
pemikiran hukum-figh, fatwa, keputusan pengadilan dan undang-undang

yang dipedomani dan diberlakukan bagi umat Islam di Indonesia."”

. Hukum Positif

Adapun hukum positif yang menjadi pokok bahasan dalam

penelitian ini adalah hukum yang berlaku di Indonesia (KUHAP dan KUH

Perdata.

Jadi yang penulis dengan judul di atas adalah bagaimana ketentuan-

ketentuan saksi menurut hukum Islam dan hukum positif berkaitan dengan

pembuktian di muka pengadilan.

. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah

pokoknya adalah bagaimana pandangan hukum Islam dan hukum positif

mengenai saksi sebagai alat bukti. Dari rumusan pokok tersebut dapat

diturunkan beberapa permasalahan:

' Suparman Usman, Hukum Islam Asas-asas dan Pengantar Studi Hukum Islam dalam

Tatanan Hukum Indonesia (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001), cet. 1, hal. 17-18

17 Ahmad Rofiq, Hukum Islam.. him.8-9.



1. Bagaimana saksi dalam pandangan hukum Islam dan saksi dalam

pandangan hukum positif

2. Bagaimana kekuatan hukum saksi sebagai alat bukti dalam hukum Islam

dan hukum positif.

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
1. Tujuan Penelitian
a. Untuk mengetahui bagaimana hukum Islam dan hukum positif
memandang saksi sebagai alat bukti dan bagaimana akibat hukum yang
ditimbulkannya bagi pihak-pihak yang berperkara.
b. Untuk mengetahui letak persamaan dan perbedaan di antara keduanya.
2. Kegunaan Penelitian
a. Dalam pengembangan ilmu hukum, hasil penelitian ini diharapkan
dapat dipakai untuk menilai peraturan perundang-undangan atau
ketentuan-ketentuan hukum yang ada sekiranya terdapat kekurangan-
kekurangan khususnya yang berkenaan dengan pembuktian saksi di
pengadilan.
b. Dari segi praktis dalam dunia pendidikan hukum Islam dapat
memberikan informasi kualitatif mengenai pembuktian dengan alat

bukti saksi dalam berbagai perkara.
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E. TELAAH PUSTAKA

Pembahasan mengenai saksi sebagai alat bukti sebenarnya telah
banyak literatur yang membahasnya, akan tetapi mengenai saksi sebagai alat
bukti menurut hukum Islam dan hukum positif belum ada yang membahas
secara khusus dan mendetail dalam bentuk buku maupun tulisan ilmiah.

Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy dalam bukunya yang
berjudul Peradilan dan Hukum Acara Islam yang menerangkan tentang
prinsip-prinsip umﬁm dalam pembuktian dan dijelaskan pula mengenai makna
pembuktian, macam-macam alat bukti diantaranya kesaksian (bayyinah
syakhshiyah). '8

Muhammad Salam Madkur dalam bqkunya berjudul Peradilan Dalam
Islam, menjelaskan bahwa bayyinah (bukti) meliputi apa saja yang dapat
mengungkapkan dan menjelaskan kebenaran sesuatu. Atti bayyinah di dalam
al-Qur'an adalah al-hujjah atau alasan, ad-dalil. Bayyinah itu wajib bagi
untuk membuktikan kebenaran gugatan. Buku ini juga

penggugat
mengemukakan tentang perbedaan pendapat para ulama tentang alat-alat
bukti. Alat bukti ada 7 (tujuh) macam, yaitu pengakuan, saksi, sumpah,
penolakan sumpah, gasamah, pengetahuan hakim (‘ilmu gddhi) dan qarinah
(petunjuk atau sangkaan-sangkaan). 19

R. Subekti dalam bukunya yang berjudul Hukum Pembuktian dalam

Perkara Pidana dan Perkara Perdata Beserta Alat-alat Buktinya, dimana

18 Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, Peradilan dan Hukum Acara Islam

(Semarang; Pustaka Rizqi Putra, 1997), cet. 1, hal. 136, 139.
15 Muhammad Salam Madkur, Peradilan Dalam Islam, alih bahasa Imron AM (Bandung:

Bina Iimu, 1993), cet. IV, hal.104.
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disebutkan bahwa dalam perkara perdata alat bukti yang utama adalah tulisan
sedangkan dalam suatu perkara pidana adalah kesaksian. Di samping itu juga
terhimpun pembahasan mengenai alat bukti saksi yang didefinisikan sebagai
seseorang yang melihat, mendengar atau mengalami suatu peristiwa hukum.*

Dalam bukunya Prof. Mr. A. Pitlo yang berjudul Pembuktian dan
Daluarsa yang membahas tentang diperbolehkannya pembuktian oleh saksi
dalam segala hal, dan tidak lain dari pada pelaksanaan aturan pokok bahwa
pada umumnya semua alat pembuktian dapat dipergunakan. Dalam buku ini
juga menjelaskan tentang nilai keterangan saksi dan yang termasuk dalam
kesaksian dan kemampuan serta wewenang untuk bertindak sebagai saksi.”!

Demikian juga dalam bukunya Retno Wulan Sutantio dan Iskandar
Qerip Kartawinata, Hukum Acara Perdata, diterangkan secara rinci tentang
alat bukti saksi yang meliputi: Siapa yang diajukan sebagai saksi, pentingnya
pembuktian dengan saksi, pasal-pasal HIR mengenai saksi dan siapa yang
tidak dapat didengar sebagai saksi serta yang dapat mengundurkan dini dari
kesaksian.”

Dari berbagai literatur maupun karya-karya ilmiah yang ada, belum
ada pembahasan secara khusus mengenai saksi sebagai alat bukti menurut
hukum Islam dan hukum positif masih belum dibahas secara menyeluruh dan
mendetail. Oleh karena itu bahwa permasalahan yang diambil oleh penulis

mengkhususkan pembahasannya pada saksi sebagai alat bukti menurut hukum

R Subekti, Hukum Pembuktian (Jakarta: Pradnya Paramita, 1999), hal. 37.

21 A Ppitlo, Pembuktian dan Daluarsa Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata
Belanda, alih bahasa M. 1sa Arief, SH (Jakarta: PT. Intermesa, 1986), cet. 11, hal 108, 114

22 Retno Wulan Sutantio dan Iskandar Oerip Kartawinata, Hukum Acara Perdaia dalam
Teori dan Prakiek, (Bandung: Alumni, 1978), hal. 71-73
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Islam dan hukum positif, sehingga dari penelitian ini akan diperoleh suatu

perbandingan yang ada antara pelaksanaan dalam hukum Islam maupun

hukum positif.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian perpustakaan (/ibrary research)
untuk mengumpulkan data dan informasi, seperti : buku-buku, majalah,
dokumen, catatan dan kisah-kisah sejarah dan lain-lainnya. Pada
hakekatnya data yang diperoleh dengan penelitian perpustakaan ini dapat
dijadikan landasan dasar dan alat utama bagi pelaksanaan penelitian.”’

2. Metode Pendekatan

Penelitian ini adalah termasuk wilayah penelitian hukum. Adapun
metode pendekatan yang digunakan bersifat Normative Deskriptif Analitis
Dengan demikian corak penelitian ini adalah penelitian hukum normatif
deskriptif analitis atau penelitian hukum doktriner, yaitu penelitian yang
dilakukan atau ditujukan pada peraturan.’* Kemudian dideskripsikan data-

data doktriner tersebut untuk kemudian dilakukan analitis.

2 pardalis, Metode Penelitian (Suatu Pendekatan Proposal) (Jakarta: PT. Bumi Aksara,

2000), cet. V, hal. 25.
24 Bambang Waluyo, Penelitian Hukum dalam Praktek (Jakarta: Sinar Grafika, 1991)

cet [ hal 13.
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3. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan metode

dokumentasi, yaitu dengan mengumpulkan data-data kepustakaan yang

terkait, yang kemudian data-data tersebut dibagi dalam kategori:

a. Sumber data primer

Yaitu sumber yang memberikan data langsung yang dijadikan sebagai

bahan kajian pokok dalam penelitian. Oleh karena itu yang dijadikan

data primer dalam penelitian ini adalah:

1) Al-Qur'an dan al-Hadits

2

KUHAP dan KUHPerdata serta penjelasannya

b. Sumber data sekunder

Yaitu sumber yang mengutip dari sumber lain, yang termasuk data

sekunder dalam penelitian ini adalah buku-buku atau catatan-catatan

yang dapat menunjang terselesaikannya penulisan seperti:

1)
2)

3)

4)

5)

6)

R. Subekti, Hukum Pembuktian;

A. Pitlo, Pembuktian dan Daluwarsa

Anshoruddin, Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam
dan Hukum Positif

Gatot Supramono, Hukum Pembuktian di Peradilan Agama
‘Abdul Qadir al-Audah, A/ Tasyri’ al Jind'i al [slémi:
Mugdramah ‘ald Al Qantim al Wadhiyah

Wahbah Az-Zuhaili, A/-Figh Islam Wa Adillatuhu
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7) T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy, Peradilan Dalam Hukum Acara
Islam
8) Raihan A. Rasyid, Hukum Acara Peradilan Agama
4. Analisis Data
Untuk keperluan analisis, pada penelitian ini digunakan Content
Analysis dan Komparatif. Content Analysis yaitu suatu analisis atau kajian
isi, berupa teknik yang digunakan untuk menarik kesimpulan melalu
usaha memunculkan karakteristik pesan yang dilakukan secara objektif
dan sistematis. Sedangkan metode komparatif yaitu metode yang
digunakan untuk memperoleh satu kesimpulan dengan meneliti faktor-
faktor yang berhubungan dengan situasi atau fenomena yang diteliti dan
membandingkan dengan faktor lain. Metode ini akan penulis gunakan

untuk membandingkan antara hukum Islam dan hukum positif

G. Sistematika Penulisan
Agar tulisan ini mudah dipahami, maka penulis menggunakan
sistematika penulisan sebagai berikut :
Bab Pertama : Yaitu pendahuluan yang mencakup : latar belakang masalah,
rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah

pustaka, metode penelitian, sistematika penulisan.

[
35 padari Nawawi, Metode Penelitian, dalam Sujono dan Abdurrahman, Merode

Penelitian Pemikiran dan Penerapan (Jakarta: Rineka Cipta, 1998) hal




Bab Kedua

Bab Ketiga

Bab Keempat

Bab Kelima

15

: Yaitu pembuktian dan alat bukti yang mencakup : pengertian

dan dasar hukum pembuktian, prinsip pembuktian, macam-

macam alat bukti, proses pembuktian.

: Yaitu saksi sebagai alat bukti yang mencakup : pengertian

saksi, landasan hukum saksi sebagai alat bukti dan syarat-

syarat saksi dan sumpah bagi saksi.

: Yaitu analisis persamaan dan perbedaan saksi sebagai alat

bukti menurut hukum Islam dan hukum positif yaitu
mencakup : Saksi Istifddlah (testimonium de auditu), Batas

minimal kesaksian dan kekuatan hukum saksi sebagai alat

bukti.

- Penutup, yaitu kesimpulan, saran-saran dan kata penutup.
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PEMBUKTIAN

A. PEMBUKTIAN MENURUT HUKUM ISLAM

1. Pengertian dan Dasar-dasar Pembuktian

Istilah pembuktian dalam kitab-kitab hukum Islam (Figh), para
ahli hukum Islam menyebutnya dengan al-ltsbdt, yakni segala sesuatu
yang dapat mengungkapkan dan menjelaskan kebenaran sesuatu.’

Adapula yang menyebutnya dengan al-hujjah, al-dalil, al-burhdn,
tetapl istilah-istilah tersebut tidak lazim dipakai. Istilah al-bayyinah

banyak terdapat dalam Al-Qur’an di antaranya surat Al Hadid ayat 25.

s

° ..a j] 4 /o{/ o0 ° L LN S s /0/9” fve AR
2 Lol U»U\ (jA:J d\}:.:J\} g_,:/gj\ V'GMU}JU g;_:JL,LLSLLﬂ 1°5)
Demikian juga disebutkan dalam Q.S. Al-Bayyinah ayat 1 :

}J,“g: f/ /o‘/.c'l /.o o:'lo \” ® o T o 277 el PP
Lol B B s S R S o o
' }/w/o

P

Yang dimaksud dengan membuktikan sesuatu perkara dalam
hukum Islam ialah memberikan keterangan dan dari sampai pada batas

meyakinkan. Istilah membuktikan (bayyana) dalam hukum Islam secara

| Wahbah Az Zuhaili, Al-Fighul Isldm Wa Adillatuhu, juz V1, (Beirdt : Dar Al-Fikr), hal

510.
23S, Al-Hadid ayat 25.

1 Qs. Al-Bayyinah ayat 1.
16
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jelas terlihat dalam surat Khalifah ‘Umar Ibn Khaththéb kepada Abd Misa

Al-Asy’ari (Qddhi di Kufah) yang isinya antara lain :

s ° f o7 o #.7 27 o ° f"‘" ‘< s 7 @ s .
T P A (VA R ey R R U= RV

A el oo Lt o LU i (s S5l Oy iy bl
o) 1y, B

Bagi pihak yang berperkara di pengadilan agar dapat terkat;ul
permohonannya  atau terpenuhi  hak-haknya, maka harus mampu
membuktikan bahwa dirinya mempunyai' hak atau berada pada posisi yang
benar. Dalam pembuktiannya seseorang harus mampu mengajukan bukti-

bukti yang otentik. Keharusan pembuktian ini didasarkan pada firman

Allah Q.S Al-Méidah 106 yang berbunyi :

p

v
07 o777,

0 0/° ",,f,,, 10, ozz.a/ -
Lo L e 1S e 13) (S Sl el Cpddl Gt

ol o7 o v o€ 2o o, 7 °
3 r.ff.ou.« o\;-\ 3‘r'<*“-)’\’ \);&‘;3\
Ayat di atas mengandung makna bahwa bilamana seseorang

sedang berperkara atau sedang mendapatkan permasalahan, maka harus

mampu membuktikan hak-haknya dengan mengajukan saksi-saksi yang

dipandang adil.
Perintah untuk membuktikan ini juga didasarkan pada sabda Nabi

Muhammad SAW yang berbunyi :

. —
4 M. Salam Madkur, Peradilan Dalam Islam, alih bahasa Imron Ali, (Bandung : Bina

Ilmu, 1993), cet. v, hal. 44.
5Q.S. Al-Maidah ayat 106.
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Makna dari hadits tersebut dapat dipahami bahwa barang siapa

yang mengajukan perkara untuk menuntut haknya maka orang itu harus

mampu -membuktikan dengan menyertakan alat-alat bukti yang

mendukung isi gugatannya.

2. Prinsip Pembuktian

Menurut Hukum Islam, prinsip umum dalam pembuktian adalah :
2 Hakim wajib menerapkan pembuktian, bersikap adil dalam
menerapkan pembuktian, harus mengetahui gugatan.’
Prinsip ini dapat dipahami dan surat ‘Umdr Ibnu Khaththdb kepada

Abii Miisa Al Asy’ari, yang isinya antara lain menyatakan :

6 Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Thabir Ahad Tbn 'Amr Tbn Sarh, diceritak
Wahab dari Ibn Juraih dari Ibn Abi Mulaikah dari Ibn Abbas, Imam Muslim,’ Shah;;aA;:slzl;:]

Kitab al-Aqdiyah, (Beirut : Daar al-Fikr), hal. 59.
7 T M. Hasbi Ash Shidieqy, Peradilan dan Hukum Acara Islam, (Semarang : Pustaka

Rizqy Putra, 1997) cet. [, hal 127 -128.
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b. Hakim harus mengetahui hukum Allah SWT, dapatnya hakim
mengetahui hukum Allah adalah dengan jalan mengetahui nash-nash
yang gath'i, atau yurisprudensi secara ijma.’

3. Macam-macam Alat Bukti

Di pandang dari segi pihakpihak yang berperkara, alat bukti
artinya alat atau upaya yang bisa dipergunakan oleh pihak-pihak yang
berperkara untuk meyakinkan hakim di muka pengadilan.'®

Mengenai macamnya, berikut ini macam-macam alat bukti

menurut hukum acara peradilan Islam terdiri dari 7 (tujuh) macam, yaitu:"'
a. Igrar (Pengakuan),
b. Syahid (Saksi)

¢. Yamin (Sumpah)

d. Al-Nz)kul (penolakan sumpah)

e. Pengetahuan Hakim

8\ Salam Madkur, Peradilan..., hal. 43 - 46.

% Ibid, hal.128.
10 Raihan A Rasyid, Hukum Acara Pengadilan Agama, (Jakarta : Raja Grafindo P
: ress,

Rizki Putra, 1997), hal, 136.




f  Qasamah (bersumpah 50 orang)

g. Qarinah (petunjuk)
Untuk mengetahui alat-alat bukti lebih lanjut, berikut ini penulis

uraikan masing-masing alat bukti tersebut menurut Hukum Acara

Peradilan Islam..
a. Al-lgrdr (Pengakuan)
Al-Igrér ialah pengakuan pihak tergugat/tertuduh di muka
31dang tentang sesuatu peristiwa hukum yang dlgugaﬂ(an/d]tuduhkan

kepadanya. 12

Dasar hukum tentang igrdr (pengakuan) ini terdapat dalam surat

an-Nisa’ ayat 135
e & o ) g‘ )

Iy b ngs iy s s L G Gl

13° Lof
viaa‘-ﬂ-“

rd

Pengakuan yang dapat diterima sebagai alat bukti adalah
pengakuan yang jelas, terperinci, dan pasti. Apabila pengakuan
dilakukan secara globalnya saja, pengakuan tersebut belum bisa

diterima sebagai alat bukti yang kuat dan meyakinkan.

- —
12 \p Salam Madkur, Peradilan..., hal. 101.
BQs. An-Nisé" ayat 135.
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:} Pengakuan yang paling kuat ialah pengakuan si tergugat. Untuk
membenarkan pengakuan maka hendaklah orang yang memberikan
pengakuan itu haruslah dalam keadaan berakal, baligh, tidak dipaksa
dan ‘bukan orang yang di bawah pengampuan. Oleh sebab itu

pengakuan orang-orang yang dipaksakan, anak kecil, orang gila dan

sebagainya tidaklah dianggap sah."*

Pengakuan dapat dilakukan dengan ucapan, dapat pula dilakukan
dengan isyarat oleh orang yang tidak dapat berbicara, asal isyaratnya
itu dilakukan dengan tulisan, dan tidak dalam masalah zina.
Pengakuan dapat juga dilakukan dengan tulisan. Ada segologan ulama
tidak membenarkan kita berpegang kepada tulisan, karena tulisan itu

dapat keliru. Tetapi Al-Qur'an dan as-Sunnah, membenarkan kita

mempergunakan tulisan sebagai alat bukti pengakuan, terkecuali jika

ada tanda-tanda pemalsuan.”

b. Syahid (Saksi)
Syahid diambil dari kata musydhadah yaitu sesuatu yang

menentukan, dikarenakan saksi memberikan keterangan yang
disaksikannya dan yang ditentukannya. Syahid juga bisa berarti
memberikan dari sesuatu yang ditahui dengan lafadz asyhadu atau

syahidtu. 16

Dasar hukum kesaksian sebagai alat bukti terdapat dalam surat

at-Thalaq: 2.

14 T M. Hasbi Ash Shidieqy, Peradilan..., hal. 136.

'* Ibid, hal. 137.
16 Sayyid Sabiq, Fi
1988), hal. 55.

qh Sunnah, Jilid 14, terj. Mudzakkir AS, (Bandung : Al-Ma'arif
’ : Al-Ma'arif,
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Dalam memberikan kesaksian, seseorang dituntut untuk
memberikan kesaksian senyatanya tanpa menyembunyikan fakta
sedikitpun. Seorang saksi harus menyampaikan kesaksian secara lisan
dan pribadi di persidangan, tidak boleh tertulis dan diwakilkan kepada
orang lain. Karena jika saksi hendak menyampaikan suatu keterangan
secara tertulis, maka keterangan itu tidak lagi merupakan késaksian,

melainkan sebagai alat bukti tertulis.

Sedangkan syarat menunaikan kesaksian secara umum ialah:

1) Berakal
2) Dewasa
3) Merdeka

4) Adil
Untuk menentukan adil tidaknya saksi, maka harus

mengetahui benar-benar orang yang disaksikannya pada waktu

melaksanakan kesaksian

5) Disyaratkan saksi itu laki-laki jika tidak ada laki-laki maka

perempuan boleh menjadi saksi.

6) Tidak ada paksaan

Orang yang memberikan kesaksian atas dasar intimidasi demi

orang lain bisa mendorong untuk mempersaksiskan hal yang

e
17Q.s. Ath-Thaldq ayat. 2.




bukan pengetahuannya. Oleh karenanya dapat mempengaruhi

kepercayaan terhadap kesaksiannya.

¢. Yamin (Sumpah)
Sumpah sebagai suatu jalan untuk menetapkan hukum, maka
pada. asalnya sumpah itu merupakan Aujjah yang kuat, karena orang
yang bersumpah mengingat dosa-dosa yang akan dipikulnya nanti,

tetapi di dalam pengalaman sehari-hari, nyata bahwa sumpah, adalah

satu hujjah yang lemah."”

Dasar hukum sumpah sebagai alat bukti diantaranya dalam surat

an-Nahl ayat 94:

‘f,._/./ ‘o ): s 07 s!/:a :fo,,o, ‘,, °”’°£ A P -
i s A g Jf oSG B3 eSO i Y

]9¢.,d /./ o’//}u /9/020// - -
Menurut hukum Islam, macam-macam sumpah dilihat dari segi

orang yang mengucapkan sumpah dibagi menjadi tiga macam,” yaitu:

1) Sumpah saksi (yamin al-sydhid) yaitu sumpah yang dikemukakan

orang, orang yang menjadi  saksi sebelum mengemukakan
kesaksiannya di depan sidang pengadilan yang tujuannya untuk

menyuguhkan tentang kejujurannya dalam bersaksi.

- —

radilan.. hal. 154.

18 T M. Hasbi Ashidieqy, Pe

Qs An-Nahl:ayat. 94.
[-Figh...hal. 600-601.

20 yahbah Az-Zuhaili, 4
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2) Sumpah tergugat (yamin al-mudda’a ‘alaih) atau yang disebut
juga dengan sumpah asli atau sumpah wajib atau sumpah
pembelaan diri.

3) Sumpah penggugat (yamin al-mudda’i), yaitu sumpah yang
dikemukakan penggugat untuk menetapkan haknya atau utnuk
menolak tuduhan bahwa gugatan itu palsu.

Adapun mengenai syarat-syarat sumpah sebagai alat bukti,
fugaha sependapat di dalam enam syarat,2l yang meliputi:

1) Orang yang bersumpahnya itu mukalaf, yaitu baligh dan berakal,
serta mengemukakan sumpahnya atas kesadaran sendiri. Oleh
karena itu, sumpah anak kecil, orang gila, orang yang tidak sada
(sedang tidur) dan dalam keadaan terpaksa dianggap tida sah
sebagai alat bukti di depan sidang pengadilan.

2) Pihak tergugat mengingkari gugatan yang diajukan kepadanya,

pihak tergugat mengemukakan sumpahnya.

sehingga

3) Sumpah itu dilakukan atas permintaan penggugat atau atas

perintah hakim.

4) Sumpah itu dilakukan sendiri oleh tergugat, dan tidak boleh

diwakilkan, karena berkenaan dengan diri dan agama orang yan
g

bersumpah itu sendiri.

5) Sumpah tidak berkaitan dengan hak-hak Allah SWT semat
ata,

seperti dalam persoalan hudud (jarimah).

I
21 1hid, hal 597.
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6) Sumpah itu hanya berlaku pada kasus-kasus yang terhadap kasus
itu pembuktiannya dapat dilakukan melalui pegakuan (igrdr).
‘Sumpah bukanlah merupakan alat bukti untuk menetapkan hak,
ia ditempuh hanya karena mengharapkan menolaknya pihak yang
diterima melakukannya di depan sidang pengadilan.

d. al-Nukul (Penolakan Sumpah)

Alat bukti al-Nukul (penolakan sumpah) ternyata dikalangan
para ulama masih dipersilihkan, apakah termasuk alat bukti atau tidak.
Menurut madzhab Hanafi  penolakan sumpah dapat
dikategorikan sebagai alat bukti. Penolakannya itu bilamana telah
ga kali, untuk itu seorang hakim sudah dapat memutuskan

mencapai ti

perkara. Pendapat ini didukung oleh Usman bin Affan dan Qadi
Syuroh.22

Pendapat lain mengatakan bahwa penolakan sumpah tidak dapat
dipakai sebagai alat bukt, tetapi jika tergugat menolak gugatan
penggugat maka penggugatlah yang disumpah; kemudian jika ia mau
menolak bersumpah maka ia dikalahkan ini menurut pendapat dari
kalangan madzhab Syafi’i dan Maliki yang bersumber dari pendapat
«Umar Ibn Khaththab, 7aid bin Tsabit, dan Ubay bin Ka’ab.?

e. Pengetahuan Hakim

Didalam madzhab Ahmad, ada tiga riwayat, yaitu :

- —

22 M. Salam Madkur, Peradilan..., hal. 131.

2 Jbid.
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erfama : riwayat yang masyhur yang dikembangkan oleh
pengikut-pengikutnya, menyebutkan bahwa Ahmad tidak
memutus

berdasarkan pengetahuannya dalam perkara pidana

Kedua : bahwa bagi hakim diperbolehkan memutus berdasarka
n

pengetahuannya dalam perkara pidana ad dan yang lainnya se
cara

mutlak.
Ketiga : bahwa hakim diperbolehkan menjatuhkan keputusann
. ya
berdasar pengetahuannya, kecuali dalam perkara pidana had. |
Tidak ada perbedaan riwayat dari Ahmad, bahwa dga telah
) ela

menetapkan putusannya berdasarkan pengetahuannya mengenai juj
ai jujur

atau tidaknya para saksi, dan dia tidak berkeharusan menanyak
an soal

integritas moral para saksi kepada orang lainnya.*
Alasan pendapat yang menyatakan bahwa pengetahuan hakim
dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam memutus perkara antara lai
a lain
didasarkan pada firman Allah SWT. Q.S. An Nisa (4) : 135 :
(P 0 Tr t ///}:. ° ,.° ., &2 l’ @
o gy o Bl Gels 1S ) Ll Gl
) . 2 P
25° .of
r'i“““’"
Berdasarkan pendapat ini, seorang hakim tidak dapat dikat;k
an
salah satu pihak dari mereka yang berperkara itu

adil bilamana melihat

berbuat dzalim tethadap pihak yang lain dan kemudian di
an dia

membiarkannya.

(Yogyak

x Anshofuddin, Hukum
arta : Pustaka Pelajar Offset,
3 Qs An-Nisd" ayat 135.

Pembulktian Menurut Hukum Ac .
2004), hal. 108. ara Islam dan Hulum Positif,
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Qasamah (Bersumpah 50 orang)

Menurut Fugaha : “Qasamah séma artinya dengan sumpah, dan
mereka tidak mgmbawa kepada arti sumpah khusus yang dihadapkan
kepada para wali tertuduh dan ini permah dilakukan dimasa Nabi
SAW.”%

Ada juga yang mengatakan Qasamah adalah suatu cara
pembuktian ~dengan menggunakan sumpah yang dilakukan
(diucapkan) oleh lima puluh orang akan tetapi kepada siap sumpah itu
diberikan pertama kali, apakah kepada penuntut atau terdakwa, para
ulama berbeda pendapat.27

Qasamah merupakan salah satu cara pembuktian yang berlaku
pada zaman jahiliyah. Setelah Islam datang, Nabi mengakui dan

menetapkannya (qasamah) sebagai salah satu alat bukti yang sah

untuk tindak pidana pembunuhan.

Qasamah disyariatkan dalam rangka memelihara jiwa, sehingga

dalam keadaan bagaimanapun perbuatan-perbuatan orang yang keji

dapat tetap digasamah merupakan jalan keluar untuk menyelesaikan

suatu kasus pembunuhan misalnya, dimana tidak terdapat bukti berupa

saksi atau tidak adanya pengakuan.

Menurut Hanafiyah,  gasamah  disyari'atkan  untuk

menanggulangi kelalaian warga tempat ditemukannya korban dalam

menjaga dan memelihara wilayahnya dari tindakan-tindakan kriminal

Peradilan..., hal. 114.

26 M. Salam Madkur,
27 Ahmad Wardi Muslich,

Hukum Pidana Islam, (Jakarta: Sinar Grafika: 2005) hal. 241
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yang dilakukan, baik oleh penduduk setempat maupun oleh pihak luar
% | Akibat kelalaian mereka dalam mengamankan wilayahnya, mereka
dibebani kewajiban harus melakukan gasamah dan sebagai individu

maupun kelompok dianggap membunuh korban, karenanya mereka

harus bertanggung jawab.”

g. Qarinah (Petunjuk)
Dalam Al Majalah Al Ahkdm Al Adhiyah sebagaimana dikutip

oleh .M. Hasbi Ash Shiddieqy diartikan dengan 2

0,/05,,, ,", P
IR, G

[

Berdasarkan definisi di atas, qarinah adalah satu tanda yang

dapat menimbulkan keyakinan. Sedangkan tanda-tanda yang tidak

dapat menimbulkan keyakinan tidak dapat disebut qarinah®

Qarina/z-qarinah ini terbagi menjadi dua, yaitu 31

1) Qarinah ‘Urfiyah, yaitu kesimpulan yang ditanggapi hakim dari

suatu peristiwa yang terkenal (ma 'rif) untuk suatu peristiwa yang

tidak terkenal.

2) Qarinah Syar 'iyyah, yaitu garinah-qarinah yang dikeluarkan

ditanggapi) syara’ dari peristiwa yang terkenal untuk peristiwa

(
yang tidak terkenal.
S
28 g7
1bid.
» T.’M, Hasbi Ash Shiddidy, Peradilan..., hal. 134.
Jisasi Alat Bukti Tes DNA Perspektif Hukum Islam dan

30 Taufiqul Hulam, Reaktua
Y. a - Ull Press, 2002), hal 17.

Hukum Positif, (Yogyakart ~
wkum gélr III\/I( Hfgbi Ash Shiddigy, Peradilan..., hal .158-159.



32 Roihan A Rasyid, Hukum

2000) hal. 175.
BTM
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Meskipun garinah merupakan alat bukti, namun tidak semua
qarinah dapat dijadikan sebagai alat bukti. Roihan A Rasyid
memberikan kriteria garinah yang dapat dijadikan sebagai alat bukti.
Menurutnya qarinah itu harus jelas dan meyakinkan tidak akan
dibantah lagi oleh manusia normal/berakal. Kriteria lainnya adalah
semua garinah undang-undang di lingkungan peradilan sepanjang
tidak jelas-jelas bertentangan dengan hukum Islam. Qarinah-qarinah

yang demikian merupakan qarinah wadhihan dan dapat dijadikan

dasar pemutus walaupun hanya atas satu qarinah wadhihan tanpa

didukung oleh bukti lainnya.
Diperselihkannya garinah sebagai alat bukti, sebabnya adalah

dalam banyaknya hal garinah ini bukan petunjuk yang pasti

melainkan  masih meragukan, karena banyak kemungkinan-

kemungkinan yang terjadi. Oleh karena itu jumlah fugaha membatasi

penggunaan garinah ini dalam kasus-kasus yang ada rasnya, seperti

33
gasamah.

Untuk terwujudnya suatu qgarinah harus dipenuhi dua hal, yaitu :

1) Terdapat suatu keadaan yang jelas dan diketahui yang layak untuk

dijadikan dasar dan pegangan;

2) Terdapat hubungan yang menunjukan adanya keterkaitan antara

Keadaan yang jelas (zhdhir) dan yang samar (khdfi).

Acara Peradilan Agama, (Jakarta . Raja Grafindo Press

Hasbi Ash-Shidiqy, Peradilan.... hal 134.
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4. Proses Pembuktian

Dalam hukum Islam dinyatakan bahwa di antara kewajiban qadi’

(hakim) adalah memandang sama terhadap pihak-pihak yang befperkara

sebagaimana pesan Rasul SAW, kepada °Ali ketika beliau mengutusnya ke

Yaman untuk memutus perkara bagi penduduk Yaman, yakni “Apabila
duduk dihadapanmu dua pihak yang sedang berperkara, maka janganlah

tergesa-gesa memutuskan hukum sebelum kamu mendengar pembicaraan

kedua belah pihak, karena hal itu lebih patut bagimu dalam mengambil

234
keputusan.”

Adapun dalam proses pembuktian antara lain : pertama,

penggugat (mudda’i) jalah : “orang yang apabila tidak meneruskan

gugatannya, hakim tidak dapat mengharuskan dia meneruskan

gugatannya.”3 5 Kedua, tergugat (mudda ‘alaihi) adalah pihak yang harus

menjawab gugatan. Hakim dapat memaksanya untuk menjawab atau

mengemukakan Keterangan yang diperlukan terhadap gugatan yang

dihadapkan kepada dirinya oleh si penggugat.”®

Dalam  setiap menyelesaikan  sengketa, hakim  akan

memberi/meminta agar penggugat atau tergugat untuk berbicara tentang

permasalahan yang disengketakan. Apabila hakim mempersilahkan

penggugat menyampaikan gugatannya, pihak tergugat boleh menjawab
gugatan dari pihak pengugat. Setelah tergugat dipersilahkan oleh hakim
menjawab gugatan penggugat, maka jawaban dari tergugat bisa

untuk

34 M. Salam Madkur, Peradilan..., hal. 37.

357 M. Hasbi Ash
36 pid, hal. 107.

Shiddiqy, Peradilan ..., hal. 106.
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berupa pengakuan atau pengingaran. Tetapi bila tergugat diam, maka dapat

dianggap bahwa dia menolak gugatan itu.

Apabila si 'penggugat tidak dapat menunjukkan bukti, maka atas
permintaan si penggugat hakim menyuruh si tergugat supaya bersumpah
dan sesudah itu, barulah hakim memutuskan perkara secara sumpah atau

dengan menolak sumpah.”

Jika pihak penggugat pada waktu berlangsung persidangéln belum

membawa bukti-bukti yang dapat memperkuat gugatannya, maka pihak

penggugat dapat meminta kepada hakim untuk menunda sidang. Tidak

hanya pihak penggugat saja yang dapat menunda persidangan, akan tetapi

pihak tergugat dan hakim dapat meminta persidangan ditunda.*®

Dari beberapa proses pembuktian di atas terlihatlah bahwa di

persidangan dalam [slam menunjukkan bahwa pembuktian tidak hanya

diwajibkan kepada penggugat, tetapi tergugatpun juga membuktikan
pembuktian itu terdapat prinsip

dengan bukti sumpah. Dari proses

perkeadilan dari berbagai pihak yang berperkara di pengadilan, sesuai

dengan firman Allah Q.S. An Nisd ayat 105

’ £ .- 6/01/’9:5.”° s P AN A YY1
\ﬂb\uigw\aﬁp&{vﬂ\ig@\w%uy\m

b

;,ﬁ’v;;m

39" < Ld P °
d LY 4 .
.., u}dbnu
pod -

Sedangkan beban pembuktian ini sesuai dengan sabda Nabi

Muhammad SAW yan
____—/———-—'
diqy, Peradilan ..., hal.107.

37 p1 Hasbi Ash Shiddidy
38 ;l\“/l..hgalam Madkur, Peradilan..., hal. 70.

¥ Qs An-Nisa ayat 105..

g berbunyi :
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Hadits di atas sebagai dasar hukum pembebanan pembuktian

artinya penggugat harus dapat membuktikan bahwa isi gugatannya itu

benar, dan sebaliknya bagi pihak yang tergugat sebelumnya

menyampaikan jawaban atas gugatannya akan dikenakan beban sumpah.

B. PEMBUKTIAN MENURUT HUKUM POSITIF

1. Pengertian dan Dasar-dasar Pembuktian

Benar atau salahnya suatu pembuktian perlu dibuktikan terlebih

dahulu. Begitu pentingnya suatu pembuktian ini membuat setiap orang

tidak dibolehkan untuk menjastifikasi begitu saja sebelum melalui proses

pembuktian. Urgensi pembuktian ini adalah untuk menghindari dari

Kemungkinan-kemungkinan salah dalam memberikan penilaian.

Pembuktian secara etimologi berasal dari kata “bukti” yang berarti

sesuatu yang menyatakan kebenaran suatu peristiwa. Kata “bukti” jika

mendapat awalan “pe” dan akhiran “an maka berarti : “proses”,

», “cara membuktikan”. Secara terminologi pembuktian berarti

“perbuatan
uszha menunjukkan penar atau salahnya si terdakwa dalam sidang
pengadilan.‘“

Menurut R. Subekti, pembuktian ialah “meyakinkan hakim

g kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu

persengketaan. Dengan demikian tampaklah bahwa pembuktian itu

tentan

at Ali Ton Hujr dengan Ali Ibn Mushirin dari Muhammad Ibn 'Ubaidillah

40 s "
Hadits riway Y i
dari 'Amr IbnaSlyu'aib dari Abi dart Jadllg.7 ;m;::l /:1513 "Ula Muhammad Abdurrahman al-Ubar, ai-
v s Torw H : PDaar a]‘Flkr » ’ ) : ’
Tirmidzi, Juz IV, (Beirut Bahasa Indonesia, (Jakarta : Balai Pustaka, 1995), hal. 151

41 DEPDIKBUD: Kamus
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atau pengadilam.42

M
enurut R. Supomo, pembuktian mempunyai dua arti, yaitu
, yaitu arti
ang | i i
yang luas dan arti yang semplt.43 Arti yang luas adalah memb
enarkan
hub 1 i
ungan hukum, misalnya apabila hakim mengabulka
n tuntutan
penggugat. Pengabulan ini men
gandung arti bahwa i
hakim menarik

kesimpulan bahwa apa yang dikemukakan oleh penggugat dan t
ergugat

adalah benar. Untuk itu, membuktikan dalam arti luas berarti memperk
perkuat

y g

tidak perlu dibuktikan. Dalam i
. arti yang terbatas ini
inilah oran
g

mempersoalkan hal pembagian beban pembuktian

Menurut Sudikno Mertokusumo
, pembuktian mem i
punyai

beberapa pengertian yaitu arti logi i
gis, konvensional, dan yuridi
’ yuridis, dengan

penjelasan sebagai berikut :
1. Membuktikan dalam arti logis, ialah me i
. > mb .
bersifat rputlak karena berlaku bagi Seﬁzgkagraﬁepasnan yang
memungklnkan adanya bukti lawan. Contohnya a dala}g‘ bdan tidak
aksioma bahwa dua garis yang sejajar tidak m ungkin bersil erdasarkan
2. Pembuktian dalam arti konvensional, ialah membe F}il ang.
yang bermfat nisbi atau rplatif dengan tingkatan sebaga?bean,kkepastian
yang didasarkan atas perasaan berla]?u ut l;(a
~ rena

a. Kepastian
didasarkan atas perasaan maka kepastian i

> pastian ini bersifat i

ifat intuitif

(conviction intime).
b. Kepastian yang didasarkan atas pertimbangan akal "
, maka oleh

karena itu disebut conviction raisonnce.

buktian, (Jakarta : Pradnya Parami
. ( ita, 1999
Pengadilan Negeri, (Jakarta : Pradnya )Pa};&:t 19
a, 1984), hal

42 R Subekti, Hukum Pem

Hukum Acard

43 R Supomo,
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3. Membuktikan dalam arti yuridis ialah
: me i

;:rlllekrgg:;;l){a;dz ht?klm yang memeriksa perkararzltzﬁrg1 bgfssz:cll(ausf e
Pembuktianpdz l an tentang kgbengrgn peristiwa yang diaj lﬂ%an an guna

e o am arti yuridis ini hanya berlaku bagi pih'.ak
erkaia o8/ yang memp;ro}eh hak dari mereka, dengan d Yiar
I[()z;reln: :lank alam artt yuridis tidak menuju kepada kebenaranemlklan
karcha ada emmglunamya bahwa pengakuan, kesaksian mutlak?
itu tidak benar atau dipalsukan maka dala;nau;:l lbum
al ini

dimungkinkan adanya bukti lawan.*
Ketentuan yang menunjuk dasar hukum pembuktian adalah
a

tercanturp dalam Pasal 163 HIR, Pasal 283 RBg, dan Pasal 1865 BW

Bunyi ketiga pasal tersebut pada hakekatnya sama yaitu :

“Barangsiapa menyatakan ia mem ‘

_ punyai hak i

sesuatu perbuatan untuk menguathn h@??uiz menyebutkan

membantah hak orang lain, maka orang itu harus m:rtnagul?t:nktgk
n

adanya hak atau adanya kejadian itu.”*

Perintah untuk melakukan suatu pembuktian juga disebutk
utkan

dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dalam pasal
pas

183 yang berbunyi :

«fJakim tidak boleh menjatuhkan pidana k

apabila dengan selgurang-kurang,,ya dua eali’::iabi‘l’fgorzﬂg kecuali
memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana yben g sah ia
terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melal ann;/l:r :4béenar

Perlunya pembuktian ini agar manusia tidak semaunya saj
ja

enuduh orang lain dengan tanpd adanya bukti yang menguatk
atkan

tuduhannya. Adanya kewajiban In akan mengurungkan gugatan
orang-

orang yang dusta, |emah dan gugatan yang asal gugat.*’

# gudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, (Yogyakarta : Lib
’ a : Liberty,

2002), hal. 127-128. T‘ dibio, Kitab Und
dan R Tjitrosudidio, itab Undang-Undang Hukum

um Perdara, (Jakart

: a:

4 R Subekti
hal. 475.

Pradnya Paramitha, 1999)
¥ Kitab Indang-undang Huku

47 Muhamma

m Acara Pidana, (Semarang: A
Peradilan..., hal. 195. g: Aneka limu, 1984), hal. 81.

d Salam Madkur,
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. Prinsip-prinsip Pembuktian

Membuktikan secara yuridis dalam hukum acara pidana tidakl
a tidaklah
sama dengan hukum acara perdata. Dalam hukum acara pidan
a yang dicari
adalah kebenaran materiil 1
, yang berarti bahwa dalam i ke
mencari kebenaran

hakim tidak terikat pada keterangan atau alat-alat bukti yang diajuk
jukan oleh

n

peristiwa berdasarkan pengakuan
terdakwa semata
-mata. Karena tuj
juan

acara pidana bukanlah menyelesaikan sengketa. Oleh karena huk
um acara

pidana lebih menyangkut hak asasi terdakwa maka persyarat
annya lebih

berat sehingga hakim tidak terikat
pada apa yang dikemukak
an oleh jaksa

atau terdakwa semata-mata Di sini i
: . i pembuktiannya h
arus meyakinkan

Berbeda dengan hal ini, dalam hukum acara perdata yang dicari ad
icani adalah

kebenaran formil, yang berarti bahwa hakim terikat pada ket
erangan-

keterangan atau alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak, d

hakim terikat pada peristiwa yang diakui oleh tergugat atau yah id
g tidak

dipersengketakan.48

Dalam hukum acara perdata hakim bersifat pasif, yaitu haki
g im

memutuskan perkara semata-mata berdasarkan hal-hal yang di
anggap

ar oleh pihak-pihak yang be
tu dalam sidang pengadilan. Jadi hakim tidak menc
ampurl

ben rperkara dan berdasarkan bukti-bukti yang

dibawa mereka 1

S
tAdministratlfRecht RM Thermis, 199
> N 6 afl 5/6 hal )

445 dimuat

48 Kan, Bewijzen In He
Reaktualisasi, hal. 25-26.

dalam Taufiqul Hulam,
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terhadap hak-hak individu yang dilanggar, selama orang yang dirugikan

tidak melakukan penuntutan di pengadilan.*’

Dalam hukum acara pidana hakim bersifat aktif, yaitu hakim

berkewajiban untuk memperoleh bukti yang cukup mampu membuktikan

dengan apa yang dituduhkan kepada tertuduh. Jadi dalam hal ini kejaksaan

diberi tugas untuk menuntut orang-orang yang melakukan perbuatan yang

dapat dihukum.*

 Macam-macam Alat Bukti

Menurut hukum acara perdata alat bukti yang sah' menurut

Undang-undang ada 5 macam sebagaimana tersebut dalam pasal 164

HIR/284RBg/18

sangkaan, pengakuan dan sumpah.”’

66 BW adalah sebagai berikut : alat bukti tertulis, saksi

per

Adapun penjelasan mengenai alat-alat bukti ini secara ringkas

dapat dikemukakan sebagai berikut :

a. Surat

Bukti surat/alat bukti tertulis dalam perkara merupakan alat
pembuktian yang paling sempurna, oleh karena itu pula lalu lintas
keperdataan seringkali orang dengan sengaja menjadikan suatu bukti
yang dapat dipakai apabila terjadi perselisihan atau persengketaan.
Dalam hal ini biasanya disediakan dalam bentuk tulisan atau surat. Di
dalam hukum acara perdata mengenal tiga macam surat, yaitu :

—___/‘;'/
Hulum Pembuktian Dalam Acara Perdata, (Bandung : Alumni

1992), hal. 32-33.

¥ Teguh Samuderd,

o, Hukum Acara..., hal. 141

50 gyudikno Mertokusum
St Ibid.
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1) Surat Biasa

Surat ini pada mulanya dibuat tidak untuk dijadikan sebagai
alat bukti, apabila diperlukan dapat dipakai sebagai alat bukti.>2
Mengenai kekuatan pembuktian pada surat biasa ini, penilaiannya
diserahkan pada kebijaksanaan hakim. Pembuktian surat ini
berfungsi sebagai benda untuk meyakinkan saja, karena bukan
kebenaran isi atau bunyi surat itu yang harus dibuktikan/digunakan
sebagai bukti, melainkan eksistensi surat itu sendiri menjadi

i3

bukt

2) Akta Otentik

Yaitu surat yang dibuat oleh atau di hadapan pegawai

umum yang berkuasa untuk membuatnya, mewujudkan bukti yang

cukup bagi kedua belah pihak dan ahli warisnya serta sekalian

orang yang mendapat hak dari padanya.™®

Dengan melihat definisi di atas, maka akta otentik ada 2

macam.

a) Akta yang dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu

Karena jabatannya tanpa campur tangan pihak lain, dengan

mana pejabat tersebut menerangkan apa yang dilihat, didengar

serta apa yang dilakukannya.

52 Retnowulan Sutanti dan Qerip Kartawinata, Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan
Praktek, (Bandung - Alumni, 1978). hal. 64-
33 Qudikno Mertokusumo,

34 R Tresna, Komentar

Hukum Acard..., hal. 142.
Pradnya Paramita, 1996), hal. 142

HIR, (Jakarta -
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b) Akta yang dibuat di hadapan pejabat, ialah akte yang dibuat
a
oleh para pihak di hadapan pihak yang berwenang untuk itu

atas kehendak para pihak, dimana pejabat tersebut

menerangkan juga apa yang dilihat dan dilakukannya
Akta otentik itu suatu alat bukti yang mempunyai kekuatan

pembuktian sempurna dan mengikat, artinya alat bukti ini dapat
pa

berlaku tanpa dikuatkan oleh alat bukti lain dan kek
ckuatan

pembuktiannya selalu dianggap benar, hingga dapat dibuktikan

sebaliknya.”
Dari keterangan di atas, dapat dijelaskan bahwa dal
am

hukum acara perdata akta otentik ini mempunyai tiga m
acam

kekuatan pembuktian, yaitu :

a) Kekuatan pembuktian ekstern, yaitu suatu akta yang dari
ari

wujudnya tampak sebagal suatu akta yang dibuat oleh suatu

pejabat umum, maka akta seperti itu dianggap sebagai akta

otentik. Kekuatan pembuktian ekstern itu berlaku terhad
ap

setiap orang.

b) Kekuatan pembuktian formal, yaitu membuktikan bahwa apa

yang disebut di dalam suatu akta itu memang benar apa yan
g

diterangkan oleh pihak-pihak yang bersangkutan dan ini
ini

perlaku bagi siapa saja.

_hal. 27

55 R. Subekti, Hukum ...




¢) K '
) Kekuatan pembuktian materiil, yaitu membuktikan bah
| | ahwa apa
yang dimuat di dalam suatu akta itu memang sungguh
e -sungguh
te . s
rjadi antara para pihak (jadi tidak hanya diucapkan saj
| saja oleh
para pihak, tapi j
pi juga memang sungguh-sungguh texjadi).56
3) Akta di bawah tangan
Akta di bawah tangan adalah akta yang dibuat oleh
| oleh para
pihak dengan sengaja untuk '
pembuktian, tapi
, tapt tanpa bant '
seorang pejabat.5 7 Sedang menurut Sudikno Mertok -
ertokusumo akta di

bawah tangan adalah akta yang sengaja dibuat untuk pembukti
ian
bantuan dari seseorang pej 58 i
jabat.” Akta di bawah
tangan itu tidak
mempunyai kekuatan pembuktian lahir, k
, kalau pada akta di
bawah

tangan diakui untuk para yang bersangkutan, maka hal
> al itu

merupakan bukti sempurna ang b
yang berlaku terhadap para pihak yang

bersangkutan. Terhadap pihak keti
ga suatu akta di bawah
tangan

mempunyai kekuatan pembuktian yang bebas 59

Jadi perbedaan antara akta otentik dengan akta di
1 bawah tan
gan adalah

sebagai berikut :

1) Akta otentik dibuat oleh atau dimuka pej
cnang

untuk itu sedangkan akta dibawah tan :
’ gan dibuat oleh
orang yang

persangkutan itu sendir.

Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian, (Jak
» {Jakarta - Rineka

' % Ali Afandi,
Cipta, 1997), hal. 200.
57 Mukti AT, Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama, (Y
Pelajar, 2000), hat .150. . (Yogyakarta - Pustaka
58 gudikno Mertokusumo, Hukum Acara...., hal. 151.

59 1hid, hal .155-




60 Teguh Sam
61 gudikno Me
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2) Akta otentik penandatanganannya sudah tercakup d
engan
dibuatnya akta itu, dan kebenarannya tidak dapat disangkal oleh
ole

pihak lawan, kecuali dapat disangkal mengenai ketidak

benarannya.

Saksi

Penjelasan mengenai alat bukti saksi ini akan dipapark
arkan
secara khusus pada Bab I1.

Persangkaan

pada pasal 1915 BW dikemukakan : persangkaan

Persangkaan adalah kesimpulan-kesimpulan yang oleh undang-unda
- ng

atau oleh hakim ditariknya dan suatu peristiwa yang terkenal ke arah

peristiwa yang tidak terkenal.®® Menurut ilmu pengetahuan

suatu

persangkaan merupakan bukti yang tidak langsung dan dibedakan

sebagai berikut :

1) Persangkaan berdasarkan kenyataan, yaitu hakimlah yang

memutuskan perdasarkan kenyataannya, apakah mungkin dan

sampai berapa jauhkah kemungkinannya untuk membuktikan

suatu peristiwa tertentu dengan peristiwa lain.
2) Persangkaan perdasarkan hukum yaitu undang-undanglah yang

gan antara peristiwa yang diajukan dan harus

menetapkan hubun
an dengan peristiwa yang tidak diajukan.®'

dibuktik

, hal. 74.

Pembuktin...
,hal 170171

Hukum Acara...

udera, Hukum
rtokusumo,
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Dalam menilai persangkaan-persangkaan tersebut di atas, haki
, hakim

terikat terhadap undang-undang dimana jika undang-und
-undang

menganggap batal terhadap suatu gugatan tertentu, maka hakim h
> arus

menolak  gugatan tersebut. Sebaliknya jika persengketaan

perséngketaan itu diterima oleh undang-undang untuk mengabulk
ulkan

suatu gugatan, maka hakim harus menerimanya. Terhad
. ap

persangkaan ~menurut undang-undang ini tidak diperkenank
an

pembuktian perlawanan kecuali  apabila  undang-und
-undang

menghendakinya (Ps. 1921 BW). Dari penjelasan di atas, dapat

diambil kesimpulan bahwa persangkaan-persangkaan menurut

undang-undang bersifat memaksa, sedangkan persangkaa
n-

persangkaan menurut kenyataan mempunyai kekuatan pembuktian

bebas.

. Pengakuan
~ Pengakuan ialah pernyataan seseorang tentang diri sendiri,
sifat sepihak dan tid
s dapat diambil kesimpulan bahwa pengakuan itu ada

ber ak memerlukan persetujuan pihak lain.*? Dari

Keterangan di atd

dua kategori, yaitu -

1) pengakuan secara keseluruhan yaitu tergugat mengakui isi

n seluruhny@ dan pengakuanitu disebut dengan pengakuan

gu gata

murni atau bulat.

ktek Perkara.- - hal. 177.

62 Mukti A-rtoo Pfa
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2) Pengakuan sebagain, yaitu tergugat mengakui sebagian isi gugatan
dan menyanggah sebagian yang lain.%’

Pengakuan sebagai alat bukti diatur dalam pasal 174, 175, 176

HIR, pasal 311, 312, 313 RBg, dan pasal 1923 — 1928 BW. Pengakuan

dapat diberikan di muka hakim di persidangan atau diluar persidangan

Selain itu, pengakuan dapat pula diberikan secara tertulis maupun

lisan di depan sidang.

. Merujuk pada pasal 176 HIR terdapat tiga macam pengakuan

yang diberikan tergugat. Pengakuan itu adalah pengakuan yang

ya, pengakuan dengan kwalifikasi dan pengakuan dengan

sesungguhn

klausula.
Gatot Supramono memberikan penjelasan dari masing-masing

Jkuan tersebut diatas sebagai berikut :*
Yang dimaksud pengakuan yang sesungguhnya ialah

tergugat dalam jawabannya mengakui secara sungguh-sungguh
apa yang telah diamati penggugat. Jadi pengakuan tergugat
tuh membenarkan dalil gugatan misalnya tergugat

betul-betul u 5
membenarkan selama perkawinannya dengan penggugat sering

melakukan persehngkuhan.
gakuan kwalifikasi tergugat tidak mengakui dengan

peng

Dalam pen
sepenuhnya, akan tetapi di Jalam jawabannya ada sebagian yang
membantah dalil penggugat. Misalnya tergugat membenarkan
bahwa rumah yang dihuninya merupakan harta bersama.
.., hal. 80.
63 Retno Wulal Hukum Izﬁr”‘: Pembuktian ji Peradilan Agama, (Bandung : Alumni

64 GatOt Supfamono,
1996), hal. 41 — 42
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Dalam pengakuan klausula, apa yang didalilkan penggugat diakui

tergugat dengan sesungguhnya tetapi disertai dengan keterangan

tambahan yang membebaskan dirinya dari tuntutan penggugat. Misalnya

tergugat dalam jawabannya membenarkan bahwa dirinya pernah

meminjam uang, akan tetapi telah dikembalikan setelah sebulan

berikutnya.

e. Sumpah

Dalam hukum acara perdata dikenal alat bukti yang disebut sumpah

Sumpah adalah keterangan yang diberikan seseorang dengan

omakan Tuhannya.””
tindakan religius yang digunakan dalam proses

mengatasi
Sumpah merupakan

peradilan. Ada dua (2 ) macam sumpah, yaitu :

1) Sumpah / janji untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu, yang

disebut sumpah promissoir, dan

i untuk memberikan keterangan guna meneguhkan

2) Sumpah / jan]
sesuatu 1tU bena

rtoir atau confirmatoir.

bahwa ¢ demikian atau tidak benar, yang disebut

dengan sumpah assé

missoir dilakukan oleh saksi atau ahli (juga juru bahasa

Sumpah Pro

) dengan ciri-cir :

aku_kan sebelum m

dan hakam

ercka memberikan keterangan/

(1) Sumpabh dil

melakukan sesuatih

-

65 1pid. hal. 44.
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(A.) Suln . . Y Y a

tindakan.

(3) Sumpah ini bukan merupakan alat bukti; dan
(4) Sumpabh ini tidak mengakhiri sengketa

Sumpah assertoir (confi j
irmatoir) dilakukan ol
- eh para pihak

dalam perkara, dengan ciri-ciri sebagai berikut :

a) Sumpah diucapkan sesudah mereka memberi ket

melakukan scsuatu;

b) Sumpah berfungsi untuk meneguhkan peristiwa atau hak

¢) Sumpah ini merupakan alat bukti; dan

d) Sumpah mengakhiri sengketa.':‘s

hukum acara pidana, perihal alat-alat bukti tercantum

Dalam
pasal 184 KUIIAP, dinyatakan dalam pasal itu bahwa al
ahwa alat-alat

dalam

bukti yang sah rerdiri dari 7

a. Keterangan saksi

Keterangan ahli

IS

c. Surat

d. Petunjuk

Ketcrangail terdakwa

ara pidana, keterangan saksi tercantum dal
am

Dalam hukum ac
UHAP ayat (1) yans berbunyi keterangan saksi seb
sebagai

pasal 183 K
ang saksi D atakan di si
yang y di sidang pengadilan. Untuk

alat bukti jalah apa

hal.184.

rkard.--»

‘?6 Mukti Arto, praktek Pe
67 KUHAP, hal. 82
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acara perdata berlaku juga di dalam penilaian hukum acara pid
ana

tentang kekuatan bukti surat-surat.70

Dalam hukum acara pidana Alat bukti persangkaan tercantum dalam

pasal 188 KUHAP yang berbunyi :71

(1)

(2)

3)

Penganta’ Hukum Acard

Petunjuk adalah perbuatan, kejadian, atau keberadaan, yang karena
persgsuaiannya baik antara satu dengan yang lain maupun dengan
tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak
pidana dan siapa pelakunya. '

Petunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat diperoleh

dari :

b. Keterangan saksi;

c. Surat

d. Keterangan terdakwa

as kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap

Penilaian at
ukan oleh hakim dengan arif lagi bijaksana

keadaan tertentu dilak

gadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan

setelah ia men
an berdasarkan hat
gat menentukan dalam hal penggunaan alat

keseksama { nuranl.
Faktor yang san

bukti,'persangkaan/petunjuk bai
ara perdata adalah faktor kemampuan individu

grut hukum ac
untuk dapat mela

k menurut hukum acara pidana maupun

men
hirkan persangkaan atau tidak.

hakim sendiri

Pidana Indonesia, (Jakarta : Ghalia Indonesia,

70 pndi Hamzah,

1984), hal 252.
I KUH

AP, hal. 84.
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4. Proses Pembuktian

Dalam hukum acara perdata, pembuktian dilakukan oleh para

pihak yang berperkara dan bukan oleh hakim. Hakimlah yang

memerintahkan kepada para pihak untuk mengajukan alat-alat buktinya

Hakimlah yang membebani para pihak dengan pembuktian (Bewioslast

burden of proof). Asas pembagian beban pembuktian tercantum dalam
pasal 163 HIR (ps. 283 R.Bg, 1865 BW) yang berbunyi : “Barangsiapa

engaku mempunyal hak atau yang mendasarkan pada suatu

yang m
guatkan haknya itu atau untuk mennyangkal hak

peristiwa untuk men
lain, harus membuktikan adanya hak atau peristiwa itu”. Ini berarti

belah pihak, baik penggt

orang
gat atau tergugat dapat dibebani

bahwa kedua

dengan pembuktian.72
Dalam soal pembuktian, tidak semua dalil yang menjadi dasar
gatan harus dibuktikan kebenarannya, sebab dalil yang tidak disangkal

{ sepenuhny? oleh
n atau keadaan—keada

ikan. Dalam suatu proses perkara perdata,

gu
pihak Jawan, tidak perlu dibuktikan lagi.

apabila diaku
an yang telah diketahui oleh

Dan kejadian-kejadia
hakim sendiri ti ibukt

salah satu

hukum menjadi dasar gugatal be
at menginginkan kemenangan

inilah yang harus terbukti apabila penggug
ra. Apabila penggugat tidak berhasil untuk membuktikan

dalam suatu perk?

card...» hal. 134.
2 gudikno MertokusumO, heurnt A
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dasar gugatannya, maka gugatannya aka
n

dalil-dalilnya yang menjadi

kan.

Hukum acara men
gharuskan hakim untuk
berhati-hati d
alam

melakukan pembagian beban i
pembuktian. Dalam teori
hukum acara
ada

asas audi
udiet al teram partem atau yang berarti asas keduduka
n yang sama

dari para pihak di muka haki
akim. Oleh karena itu i
, hakim diharus
kan

m . : ,
embebani para pihak dengan pembuktian secara seimbang.”*

Adapun tahap-tahap pembuktian dalam hukum acara perdata d
a dapat

dikemukakan sebagai berikut :

a. Setiap pihak yang mengajukan bukti, hakim perlu menanyakan k
epada

h ia keberatan atau tidak. Jika alat bukti sak
saksi

pihak lawannya, apaka
kan, hakim jugd haru

ada sesuatu yang ingin ditanyakan oleh

yang dikemuka s memberi kesempatan kepada

pihak lawannya kalau-kalau

pada saksi.

pihak lawan tersebut
kan oleh pihak yang berperkara, haru
> s

at bukti yang disodo

b. Semua al
Ketua Majelis Hakim lalu Ketua Majeli
is

paikan kepada

disam
memperlihatkannya kepada para hakim dan pihak lawan dari yang
mengajukan bukti.

an bukti di muka sidang adalah

Keaktifan mencari dan menghadirk
n hakim hanya membantu kalau diminta

tugas pihak itu sendiri d@

oleh pihak, S

an saksi.

eperti memanggilk

tolong

-

3 1pid, hal. 108
74 1pid, hal .13%-

I

==
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d. Setiap tahap pembuktian berakhir, sebelum musyawarah majelis

hakim, pihak-pihak boleh mengajukan  konklusi  (kesimpulan-

kesimpulan dari sidang-sidang menurut pihak yang bersangkutan).

Karena konklusi ini sifatnya untuk membantu majelis, pada umumnya '
L
|

konklusi tidak diperlukan bagi perkara-perkara yang simpel, sehingga I

hakim boleh meniadakannya75

—136.

75 Roihan A Rasy!




BAB III

SAKSI SEBAGAI ALAT BUKTI

A. Pengertian Saksi

Saksi dalam hukum [slam disebut sydhid (saksi lelaki) atau sydhidah
dari kata musydhadah yang artinya

(saksi perempuan) yans terambil

menyaksikan dengan mata kepala sendiri. Jadi menurut bahasa, saksi adalah

manusia hidup. !
adalah orang atau orang-orang yang

Menurut istilah, sakst

mengemukakan keterangan untuk menetapkan hak atas orang lain.’ Dari

rartl saksl merupakan orang-orang yang dijadikan sebagali

pengertian ini be

alat bukti.
dengan alat bukti saksi menurut hukum

Kemudian yang dimaksud

Jah/kesaksia
n, dikarenakan saksi memberikan keterangan

o Ls‘),rahcia’ah diambil dari kata musydhadah

Islam adalah syahd
g menentuka

yaitu sesuatu yan
g ditentukannya. Sya

hadat juga bisa berarti

a dan yan

yang disaksikanny
an lafadz asyhadu atau

' inya den
memberikan dar! sesuatu Yans Jiketahuinya deng

S’yahidlu.}

n Agand, (Jakarta : Raja Grafindo Press, 2000),

v’// ) ullkl
l ‘bdu Uy; | 518 / 11(/7 (Jakana

5 M l M JI i /’I.S'mmah, Jllld 4, I
ll z Sa}’yld Sablq, II([ L eI ]]dzak T

- pustaka Firdaus, 1994). hal. 306.
AS. (Bandung = Al Ma’arif, 1988),

50
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Berbeda haln
ya dengan apa yang dikemuk
akan oleh Ibnul Qayyi
ayyim Al-

Jauziyah i
yah bahwasanya kesaksian adalah identik dengan bayinah
yang arti
segala yang dapat menjelaskan perkara.’ s |

Dalam memberik i
an kesakSlan seseoran dl.
> g tuntut untUk me

kesaksiann
ya senyatanya tanpa menyembunyikan fakt i
‘ a sedikitpun. Kewaji
: ajiban
i‘

ini didasarkan pada Firman Al
lah dalam Q.. Al Mai
S. aidah ayat 8
yang

berbunyi:
51,0 AL A R < 1
) eldgs Al yuel g2 S |
il o5 B P S |
ya saksi yang adil adalah sebagai upaya

Menurut ayat di atas, pentingn
akkan keadilan, maka barangsiapa yang eng
gan

untuk turut serta meneg
an dalam kesaksianny

|
a menyembunyi :
yembunyikan kebenaran/hak, I:I
1 memberikan dosa kepadanya. [ |
!

menjadi  saksi d

maka Allah mengecamny?d denga

iif terutama dalam hukum acara perdata, Mukti

Dalam hukum PO
kan saksi sebagal

uhi syarat-syarat tertentu,

orang yang memberikan keterangan di

Arto mendefinisi
tentang suatu peristiwa

g dengan memen
ihat, ia dengat

sebut.6

muka sidan
dan ia alami sendiri, sebagai bukti

atau keadaan yang ia 1
atau Keadaan ter

terjadinya peristiwe

Sudikno Mertokusi™
ada hakim di

0 mengatakan pahwa kesaksian adalah kepastian

persidangan tentang peristiwa yang i

yang diberikan kep

(Semarang : Pustaka Rizqi

peradilan dan Hubum Acard Islam,
i",

47 M. Hasbi Ash Shiddiay,

Putra, 15997), hal. 139.
Q.S Al-Miidah ay2! 8. pada Pengadilan Agam
6 Mukti Art, praktek perkard Perdatd 8! gama, (Yogyakarta : Pustaka i

Pelajar, 2000), hal. 165-
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disengketakan dengan jalan pemberitaan secara lisan dan pribadi oleh orang

yang bukan salah satu pihak dalam perkara yang dipanggil di persidangan.’
Yang dapat diterangkan oleh saksi hanyalah apa yang ia lihat, ia

dengar atau yang ia rasakan sendiri. Selain itu, tiap-tiap kesaksian harus

disertai dengan alasan-alasan apa sebabnya, dan bagaimana sampai ia

mengetahui hal-hal yang diterangkan olehnya. Namun, dalam praktek sering
terungkap kesaksian seorang saksi diperoleh dari pihak ketiga yang secara

kebetulan mengetahui langsung peristiwa yang dilakukan oleh para pihak.

Kesaksian seperti ini dalam hukum acara perdata sering disebut dengan

“sestimonium de Auditu” atau keterangan saksi yang diperoleh dari pihak

lain.®

Dalam hukum acara pidana yang dimaksud dengan kesaksian, ialah

apa yang dialami sendiri oleh saksi dalam peristiwa itu. Atau dapat juga

dikatakan apa yang ditangkap oleh panca inderanya yang dalam bahasa

Inggris disebut dengan perceplions, yang meliputi apa yang dilihat dengan
matanya, bukan apa yang dilihat dengan batinnya, apa yang didengar dengan
telinganya apa yang dicium dengan hidungnya, apa yang dirasa dengan
perasaannya (feeling), bukan apa yang dirasa menurut anggapannya atau

perasaannya, dan apa yang dirasa dengan lidahnya (taste).”

7 Gudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, (Yogyakarta: Liberty, 2002)
el '152 Retno Wulan Sutantio dan .lskandar Oeripkartawinata, Hukum Acara Perdata Dalam
Teori dan Praktek. (Bandung : Alumni, 1978), hal. 78 e

9 Andi Hamzah, Pengusutan Perkara Kriminal Melalui Sarana Teknik dan Sarana Hukum

(Jakarta : Ghalia Indonesi

a, 1984), hal. 90.
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Dala i :
m  menyampaikan kesaksian, seorang saksi h
S1 arus

men i ; -
yampaikannya secara lisan dan pribadi di persidangan, tidak boleh
> eh tertulis

dan diwakilkan kepada orang lain. Karena jika saksi tersebut hend
endak

menyampaikan suatu keterangan secara tertulis, maka keterangan itu tidak 1
1dak lagi

merupakan kesaksian, melainkan sebagai alat bukti tertulis

Kejujuran dan maksud baik saksi dalam memberikan kesaksi
aksian,

berpengaruh pada kebenaran dan kejelasan suatu peristiwa yang hend
endak

dicapai dalam pemeriksaan suatu perkara di pengadilan, sehingga pemerik
saan

ngan cepat dan mudah. Ta
ualitas seorang saksi juga menentukan cepat ata
u

dilakukan de pi kejujuran dan maksud baik seorang

saksi saja belum cukup. K

lambatnya suatu pemeriksaan.

Dari beberapa definisi dan keterangan di atas, maka dapat disimpulkan
saksi adalah orang yang mengalami, mendengar, merasakan, dan melihat
oristiwa  dan  kejadi

emenuhi beberapa syarat tertentu, sebagai bukti

sendiri suatu P an dalam perkara yang sedang
etakan dengan M
u keadaan tersebut.

ebut di atas, berarti saksi atau kesaksian

dipersengk

terjadinya peristiwa ata
Berdasarkan pengertian ters

penting di dalam pengadilan, sebagai alat

pkan hak atas orang lain, mengingat

guna untuk meneta
an atau perbuatan hukum yang dilakuka
n

merupakan S

pembuktian yang ber,
bahwa tindak

ada kebiasaan
atau dicatat.

tidak

seringkali Untuk  menghindari  adanya
4 atas perbuatan hukum yang tidak dicatat, maka harus

pengin
n hukum tersebut bisa dibuktikan.

inya perbuata

ada saksi agar nant
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Dalam mempergunakan saksi di muka sidang pengadilan, hendaknya 1

hakim harus mengetahui apakah saksi berkedudukan sebagai syarat hukum

atau berkedudukan sebagai alat bukti. Sebab pada hakikatnya fungsi keduanya

berbeda. Kedudukan saksi adakalanya menempati sebagai syarat hukum dan

adakalanya sebagai alat bukti, bahkan adakalanya menempati sebagai syarat

hukum sekaligus syarat pembuktian. Pada keadaan saksi berkedudukan

sebagai syarat hukum dan syarat pembuktian berarti saksi tersebut menempati
sebagai syarat hukum sebab syarat pembuktian sudah sekaligus syarat hukum.

Dengan kata lain, semua saksi yang berkedudukan sebagai syarat hukum

sebagai syarat pembuktian, namun tidak

secara otomatis memenuhi

sebaliknya. "’
i dalam kedudukanny
g dalam sahnya suatu tindakan hukum. Apabila

a sebagai syarat hukum berarti saksi

e =

Saks

mempunyal peranan pentin

dalam suatu tindakan hukum tersebut dianggap tidak sah dan dianggap tidak

gkan saksi dalam kedudukannya sebagai alat bukti

ada peristiwa hukum. Sedan

rikan keterangan atas sengketa yang terjadi di antara para

adalah untuk membe

pihak yang perperkara.

i i t Bukti
B. Landasan Hukum Saks! Sebagal Ala |

n hukum saksi sebagai alat bukti menurut hukum |

Adapun Jandasa
h ayat 282 aitu :
[slam antara lain dalam Q-S- Al Bagarah 8y y |

J//Acara, hal. 158 i ‘
Lo
.

10 Roihan A Rasyid, Hukum
R
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Dan disebutkan juga dalam Q.S. Ath Thaldq ayat 2, yaitu :

2 )‘:,,5’_‘ ;_,f/o}o 6, o " o, £.
an/osLe_..J\ \ﬂf\j‘.ﬁ_‘fdw <95 1 ahgily

Dalam hukum acard perdata, pembuktian saksi diatur dalam pasal 168

172HIR/306-309 RBG/1895-1912 KUH Perdata. Pembuktian dengan saksi-

saksi diperkenankan dalam segala hal dimana itu tidak dikecualikan oleh
/ 1895 KUH Perdata). Sebagai pengecualian

undang-undang (Pasal 168 HIR

adalah contoh sebagai perikut ;"

an harta kekayaan dalam perkawinan hanya dapat dibuktikan

awin atau dengan sebuah surat keterangan yang

1. Persatu

dengan per) anjian k
gani oleh notaris yang bersan

an hanya dapat dibuktikan dengan polis. (Pasal 258

ditandatan gkutan. (Pasal 150 KUH Perdata)

2. Perjanjian pertanggung

KUH Dagang)

perkévvinan apabil

didaftarkan untuk mendapatkan akta nikah. (Pasal 1 (2) UU Perkawinan).

3. Sahnya a dilakukan oleh pejabat yang berwenang dan

Dalam hukum acaré pidana, alat bukti saksi tercantum dalam pasal 185

Qs Al-Bagarah gyat2282.
& t 2.
" At Theldd B arao, Pokokpokok Hukum Acara Perdata, (Jakarta : Rineka Cipta,

13 Moh. Taufik Makarao,
2004), hal. 102. '
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KUHAP yang berbunyi :
(1) Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di

sidang pengadilan.

(2) Keterangan saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa
i bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya.
(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak berlaku apabila

disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya.

| (4) Keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri tentang suatu kejadian atau

keadaan dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah apabila keterangan

1 saksi itu ada hubungannya.

‘ Seseorang yang memang seharusnya menjadi saksi, tidak boleh menolak

memberikan keterangan apabila dipanggil oleh pengadilan untuk memberikan

keterangan. .Dan seorang saksi hendaknya memberikan keterangan yang

jujur. Sebab tidak tertutup kemungkinan karena ada

sebenarnya secara
sud-maksud tertentu, seorang saksi walaupun telah bersumpah akan
memberikan  keterangan  Yang sebenarnya  justru  dengan  sengaja

menyembunyikan kesaksian dengan memberikan keterangan palsu.

Dalam Islam, menjadi saksi hukumnya wajib baik diminta ataupun

jika dalam perkara tersebut tidak dihadirkan saksi, maka

tidak, karena
akan hilang. Dasar dari hukum wajibnya kesaksian

dikhawatirkan kebenaran
m firman Allah Q.S. Al Bagarah ayat 283 yang berbunyi :

R ML <R o -
'4"{‘ ‘U?My) a3l \;;.fg;yj

termaktub dala

“Qs. Al-Baqgarah ayat 283
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Maksud dart 2 i
yat di atas adalah kita i
sebagai manusia di
dilarang

meng ur angi mCIebihk i 9 p sam
> an atau t‘ldak menyam aika]l
. kesakSian
a Sekali

oleh pemiliknya maupun yang tidak diketahuinya.'’

baik yang diketahui
Kesaksian itu hanya wajib  dilaksanakan jika saksi
| | 1 mampu
membuktikannya tanpa dikhawatirkan akan muncul bahaya yang meni
g menimpanya

y 2 E 'y
y P lnl

sesuai dengan firman Allah Surat Al Bagarah ayat 282 yang berb
unyi :

]6‘ /:./ﬁal - . 87
g Yy S35 Y

Qurais.Shihab menjelaskan sisi moral dari seorang saksi agar saksi yan
diminta untuk menjadi  saksi jangan sampai menyembunyikan késak)s,i g
dalam arti tidak mengurangi, tidak melebihkan, atau bahkan ti:k
menyampaikan sama sekali perihal apa yang diketahuinya. Lebih lanj\;t ia
menjelaskan bahan pemakaian kata “hari” atau galbun. Pada lafal asimun

galbun adalah untuk mengukuhkan atat
mbuktian dalam acara perdata saksi-saksi yan
. ng

menekankan himbauan tersebut 17

Menurut hukum pe€

a sidang pengadilan mempunyai kewajiban-kewajiban

dipanggil ke muk
yaitu anfar lain

memenuhi pangg ilan dl persidanoan
E o

menghadap/datang

1) Kewajiban untuk
panggil dengan patut dan sah menurut huk
um

setelah di

41 HIR).

Dengan catatan,

(Pasal 139, 140- 1

Vol 1, (Jakarta : Lentera Hati, 2002), hal. 571

1 M, Quraish Shihab, Tcny‘irAl Mishbah,
16 Q.. Al-Bagarah ayat 282 o)
17 Quraish Shihab, Tafsir - hal .57}

|
1!
|
I
|
?
|
:
1
&
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2) Kewajiban untuk bersumpah sebelum mengemukakan keterangan. ‘

Sumpah tersebut dilakukan menurut agamanya dan bagi suatu agama yang

melarang bersumpah dapat diganti dengan mengucapkan janji (Pasal 147,

148 HIR).

3) Kewajiban untuk memberikan keterangan yang benar (Pasal 148 HIR).

Sebagai kewajiban menurut hukum dimaksudkan karena apabila hal tersebut

tidak dipenuhi, saksi dapat dikenakan sanksi (dihukum membayar segala |

biaya yang telah dikeluarkan dan segala kerugian yang terjadi), dan bahkan
dapat dipaksa oleh polisi untuk menghadap persidangan. 18

Dijelaskan juga dalam pasal 224 KUHP yang menyatakan bahwa:
“Barangsiapa dipanggil sebagai saksi, ahli atau juru bahasa menurut Undang-
undang dengan sengaja tidak memenuhi suatu kewajiban yang menurut
Undang-undang selaku Jemikian harus dipenuhinya diancam :

an pidana penjara paling lama sembilan

Ke-1. dalam perkara pidana. deng

bulan;
ngan pidana penjara paling lama enam

Ke-2. dalam perkard yang lain, de

bulan.'”

C. Syarat-syarat Saksi
mberikan Kesaksiannya di pengadilan, seorang saksi

Untuk dapat me
{ beberapa syarat yan

positif. Mengenai syarat-syarat saksi, antara

b menuh g telah ditetapkan oleh hukum, baik itu
arus me

18 s dera Hukum pembuktian Dalam Acara Perdata, (Bandung : Alumni, 1992),
Tegu amu >

g-zmdang Hukum Pidana, (Jakarta : Bumi Aksara, 2003), hal 84

N,

hal. 60.
’ 19 Moeljatno. Kitab ( Jnda

B _
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hukum Islam dan hukum positif terdapat banyak perbedaan. Berikut ak
: an

kami paparkan beberapa syarat saksi menurut hukum Islam dan huk
ukum

positif.
Dalam hukum Islam, menetapkan syarat-syarat saksi agar dapat diterima

di pengadilan adalah sebagai berikut :

1. Islam

Hendaklah seorang saksi adalah orang yang beragama Islam. Ini
. 1

adalah merupakan prinsip yang disepakati mayoritas ulama. Syarat ini

rman Allah SWT Q.S. Al Baqarah : 282

disimpulkan dari fi
pakati para ulama ini (saksi semestinya

Dari prinsip Yansé dise

) akan memunculkan pengecualian yang masih

beragama Islam
ma tentang sah atau tidaknya kesaksian

hkan oleh pard ula

diperselisi
ksian orang Nonmuslim terhadap orang muslim

mereka. Pertama, kesa
h wasiat dikala bepergian;

g muslim pada saat darurat; dan terakhir adalah

dalam masala vedua, kesaksian orang
muslim terhadap oran
ushim terhadap Muslim.

non

kesaksian Nonm

2. Dewasa
Ulama sepakat pahwa orang yang sah menjadi saksi adalah orang

ewasa. Kesaksia

2 sudah memiliki

n anak kecil yang belum dewasa tidak dapat

yang sudah d
kemampuan untuk memberikan

diterima meskipu?! d
pak dalam perbuatannya atau tingkah lakunya

kesaksian, dan
i h laku orang dewasa yang adil
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3. Merdeka

Syarat bahwa saksi harus orang yang merdeka dan bukan hamba

sahaya merupakan salah satu syarat yang diperdebatkan oleh para fugaha.
ama bersepakat bahwa seorang saksi bukanlah

Akan tetapi, jumhir ul
amun orang Yang
{lah SWT, Al Qur’an Surat An Nahl ayat

. 21
hamba sahaya, D merdeka.” Mereka berpendapat

erdasarkan firman A

demikian b
75, yang berbunyi :
o/:ﬂ # ,oﬁ ’m’d/’ } oL
22,;:’;3,‘5'&3@?‘5}“‘-&#%4»\ e
s 7
Merujuk pada ay2t di atas, maka seorang hamba tidak berwenang
eruj

na seorang hamba tidak mampu atau

menjadi saksl di pengadilat kare
sesuaty, dan apa yang dimilikinya adalah

tidak dapat bertindak terhadap i}

milik tuannyd

i al Jstdmi, (vol : 11; Beirlit : Mu’asasah ar-

ddillanlhu juz W, (Be]mt : Dar Al Fik]', ]984),

\—‘////(:T(uyﬂ‘ ! (’I Jit

20 Abdul Qodir Audah,

Risal - - Jam Wa A
S A 2ol 41 Fight! 157
hal 563, ol 7 (JakartaiLG“tem Hati,2002), hal. 295,

2 ‘Nahl ayat- 73 4, Misba
» &.Sdﬁ:‘aish shihab, 7@ ARM!
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4. Adil '
Dalam hal ini tidak ada perselisihan yang prinsipil adil menjadi 1

salah satu syarat dalam segala kasus yang membutuhkan kesaksian
i
|

ingat firman Allah SWT dalam QS. At-Talaq:2:

mengi
A-“ o/\_’e_w\ \juﬁf ‘,S.a JuaE | 6)3 UW‘)

q agar orang yang beriman berhati-hati dalam

Dan firman-NY
dari orang fasik yang tertuang dalam QS al-Hujarét:6 :

menerima berita

s’

0 f‘ ﬁ// g0 ¥, b rf l?. ‘)‘ \_""\ 'J.L“ LGJ“;

A %25 Lo o
:-s\.g.?v Lo 42 | j,.,.:aJ },...J -
25 o #1- |
bolehk :
Meskipun Jemikian 242 fugaha yang memoo ehkan keSal(Slén orang 'i

oritas sekelom k
fasik dengan argumen pahwa apabila M3Y pok masyarakat |
fasik kecuali hanya sedikit yang tidak fasik, maka kesaksian I
26 ;
: {
mahami makna adil. Meskipun 1

adalah orang

antar mereka dapat

dapat dalam m¢

. dapat ditarik kesimpulan bahwa adil |

adalah sifat taat yagh
an dosa-dosa kecil, dan menjaga diri dari

mengotori KePr! ribadiannya. Dengan demikian

ukanlah ketika dia tidak

24 aq ayat 2.
Q.S. Ath-Talad yat = b
¥QS. Al-Hujarat aYit,m' o palam sl ali
26 \f Salam’ adkur>
1993), cet. IV, hal: 1
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melakukan kemaksiatan sedikitpun, karena hal itu terlalu sulit diwujudkan

padahal banyak persoalan hidup yang memerlukan kesaksian.

Dapat berpikir sehat

Akan sangat membahayakan seandainya seseorang yang, misalnya,

sedang mabuk memberikan kesaksian dan kesaksian itu diterima, sebab

pembicaraannya tidak terkendali. Sebagai ukuran apakah seseorang dapat

an sebagai orang yang berpikiran sehat adalah ketika ia dapat

dikategonk

mengetahui kewajiban yang harus dilaksanakan, larangan yang harus

ditinggalkan dan mengetahui manfaat serta mudharat dari apa yang

dilakukan
Az-Zuhaili menyatakan :

80 s, /»/
owﬁw’*\du wbwu»uw,ﬁow
;.41 w‘ d‘,gw'“} O)M‘J‘,bwiﬁjfb:f;‘;ﬁ

27“3)‘_,13*“‘}&”

Memiliki ingatan kuat

Keadilan seseorans tidaklah dapat menutupi atau menetralisasi dari
eadl

pa dan sering keliru mengingat suatu perkara.

sifatnya yang pelu
ah ingatan dikarenakan kekhawatiran akan

reka yang lem
raguan terhadap apa yan
ing keliru dalam mengingat suatu kejadian

Ditolaknya me
g disaksikannya.

mendatangkan keragu-

ntu keputusan Hakim. Karena itu

agai saksi penen
ah orang yang memiliki ingatan kuat.dan

tidak dapa& diterima s€b?
. . : al
seorang yans menjad saksi ad

\——/ hal

27 wahibah Zuhaili, Al Figh
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bisa i
memahami benar suatu yang telah disaksikan. Kecuali apabil
: ila orang

t .

ersebut sebagail pelengkap untuk mendukung bukti-bukti lai

o - ain yang

menjadi pokok pembuktian sehingga kesaksianya berfungsi seked
sekedar

didengar untuk menguatkan pembuktian.

Dapat Berbaicara
Sudah barang tentu seorang saksi harus dapat berbicara apabila saksi
si

tersebut bisu dan tidak sanggup bicara, maka kesaksiannya tidak diteri
rima,

i tersebut dapat men
uali bila dia menuliskan kesaksiannya itu

sekalipun saks gungkapkan dengan isyarat dan

syaratnya dapat dipahami, kec

dengan tulisan.
salah satu sarana penting dalam

merupakan

Berbicara
g terpenting dalam sebuah proses kesaksian

unikasi bahkan yan
g ingin menyatakan kehendaknya dan memberikan

sikannya akan lebih mudah dipahami dan

berkom
Seorang saksi yan

yang telah disak

keterangan apa
un demikian, dikarenakan

efektif bila disampaikal secara lisan. Nam

angat kasuistik maka sangat bergantung kepada perkara

kesaksian persifat
yang dipahami.

Dapat Melihat
Seorang saksi hendaklah dapat melihat sendiri apa yang disaksikan,
Salah satu syarat diterimany? suatu kesaksian.

yaitu saksi itu harus dapat

diterima kesaksian orang yang buta atau tidak

sehingg? tida
yang disengketakan, maka kesaksiannya

melihat,
din peristiwa

dapat melihat €M
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tidak dapat diteri '
rima di muka persidan
gan. Apabila diteri
mapun

g y iliki .
a 1.

Dari beberapa
persyaratan tersebut d 1atas
, seorang hakim
pun harus
memperhatikan mengenai k '
esesuaian keterangan saksi i
si yang diungka
pkan

di muka sidang pengadilan.

Hakim tidak boleh percaya begitu saja terhadap keter.
| angan-

ksi. Harus diperhatikan kesesuaian atau kecocokan
antara

keterangan sa
gan para saksl, kesesuaian kesaksian dengan apa yang diketahui
u

u dari keterangan-

gi lainnya yang lebih meyakinkan

keteran
keterangan lainnya atau dengan

dari alat bukti lain ata
perlu diperhatikan S€

kelogisan. Juga
p dan perkata didepan sidang,

cara hidup dan

seperti cara saksi persika
kedudukan ~saksi di tengah

sehari-hari,

kehidupan
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seorang anak terhadap ayahnya. Begitu pula tentang kesaksian seora
ng

ibu terhadap anak lelaki dan anak lelaki terhadap ibunya
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b. Sehat akalnya;

c. Tidak
ada hubungan keluarga sedarah dan keluarga semenda dari
ari salah

sat 1
u pihak menurut keturunan yang lurus, kecuali Undang-und
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d. Saling bersesuaian satu sama lain (pasal 170 HIR)
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an, keterangan saksi yang bernilai sebagai alat bukti, hanya

terb ' ' m
atas pada keterangan yang saling bersesuaian atau mutual conformit
ity

Perdata. Ditegask

antara yang satu dengan yang lain.
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saksian tanpa dibawah sumpah akan
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